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1 
PEMBUKAAN 

 

 

 

Helga Worotitjan, MC 

Selamat siang dan selamat datang kepada 

para undangan dan peserta perayaan Hari 

Perempuan Internasional Jurnal Perem-

puan. Kami ucapkan selamat datang untuk 

semuanya, semoga setelah makan siang kita 

semua lebih bersemangat bukan malah 

ngantuk. Tapi kelihatannya di sini semuanya 

sangat bersemangat, sangat siap untuk 

mengikuti seluruh rangkaian acara. Jadi hari 

ini kita akan merayakan Hari Perempuan 

Internasional dan rangkaian acara di 

dalamnya ada pemutaran film Empire of 

Dirt, lalu setelahnya kita ada diskusi tentang 

film, kemudian setelah itu ada diskusi Jurnal 

Perempuan 92 Perempuan dan Kebijakan 

Publik, dan setelah makan malam kita juga 

ada pertunjukan musik. Jangan lupa hari ini 

kita juga akan ada door prize yang hadiah 

utamanya adalah tiket perjalanan dari 

Jakarta ke Bali pulang pergi yang nanti akan 

diundi setelah seluruh rangkaian acara 

selesai. Kami harapkan para undangan 

tetap berada di Balai Sarwono hingga acara 

selesai. 
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Selamat datang kepada Helene Viau, Ibu 

Gadis Arivia, Pendiri Yayasan Jurnal 

Perempuan, Ibu Sjamsiah Achmad, Ibu 

Mooryati Soedibyo, senang sekali mereka 

bisa hadir di tengah-tengah kita. Selamat 

datang juga kepada seluruh pembina Jurnal 

Perempuan dan Sahabat Jurnal Perempuan 

yang selama ini terus membuat Jurnal 

Perempuan menjadi jurnal feminis satu-

satunya di Indonesia. Jurnal yang 

diperuntukkan sebagai media kampanye isu 

kesetaraan yang juga mengampanyekan 

berbagai isu ekonomi politik yang berkaitan 

dengan isu perempuan. Jika para sahabat 

ingin berlangganan dan mengikuti berbagai 

kegiatan Jurnal Perempuan, silakan 

mendaftarkan diri menjadi Sahabat Jurnal 

Perempuan (SJP). Teman-teman, Ibu dan 

Bapak sekalian yang tadi sudah mendapatkan 

goody bag di depan, di dalam goody bag ada 

formulir untuk bergabung menjadi Sahabat 

Jurnal Perempuan (SJP). Jika sudah 

bergabung maka kita nanti bisa mengikuti 

acara diskusi secara gratis dan ada juga 

banyak pendidikan publik nantinya. Saya 

salah satu bagian dari Sahabat Jurnal 

Perempuan dan sangat senang sekali bisa 

terus belajar isu kesetaraan, karena 

semangat Jurnal Perempuan adalah untuk 

mengampanyekan semangat kesetaraan dan 

pencerahan. Saya yakin di sini kita sudah 

tercerahkan, sudah sadar soal kesetaraan, 

namun belajar adalah proses seumur hidup, 

mari kita belajar bersama-sama dengan 

Jurnal Perempuan. 

Kita akan segera memulai acara, saya harap 

yang membawa gadget bisa silent, tidak usah 

dimatikan, tapi mode silent saja sehingga 

saat pemutaran film dan diskusi kita tidak 

terganggu. Lalu tidak lupa juga saya ingin 

umumkan di sebelah kanan tempat duduk 

ibu dan bapak ada bazar yang diikuti oleh 

beberapa peserta, dan hanya untuk hari ini 

ada diskon 20% untuk produk Jurnal 

Perempuan. Buku itu sumber ilmu, jangan 

kita anggap mahal, dan memang tidak mahal. 

Semua merchandise, buku-buku, produk 

Jurnal Perempuan khusus hari ini dari siang 

sampai malam, dijual dan didiskon tambahan 

20%. Kemudian di sebelah kanan bapak ibu 

juga ada booth dari ASPPUK, dari Yayasan 

Bina Desa, dari Ardiyansah, Ardhanary 

Institute, Kalyanamitra, Migrant Care, Suara 

Kita, Sri Kendes dan Pustaka Pelangi. Jadi 

untuk yang mau belanja silakan ini juga 

upaya untuk pembinaan kegiatan-kegiatan 

mereka, yang kegiatannya itu untuk 

memberdayakan para perempuan, survivor 

dan korban. Silakan kawan-kawan yang ingin 

berbelanja. 

Kemudian ini kedengarannya sepele, namun 

jika ada yang ingin ke toilet ada di sebelah 

kanan ibu bapak juga. Sekali lagi mohon 

untuk mematikan dering. Baik kita akan 

segera mulai acara pada siang hari ini. Acara 

ini terselenggara berkat kerjasama dari 

Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan Timor 

Leste dan juga Ford Foundation. Terima kasih 

telah mendukung acara yang sangat baik ini. 

Untuk membuka acara pada hari ini kita akan 

mendengarkan sambutan dari ibu Hélène 

Viau, Konselor Politik dan Public Affairs 

Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan Timor 

Leste. Kepada ibu Hélène kami persilakan. 
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2 
PEMUTARAN FILM 

“Empire of Dirt” 

 

 

 

Hélène Viau, Counselor for Politics and Public Affairs of the Embassy 

of Canada for Indonesia and Timor Leste 
 

Terima kasih ibu. Ibu Mooryati Soedibyo, 

Prof. Dr. Triguna, ibu Sjamsiah Achmad, ibu 

Gadis Arivia, dan tim Jurnal Perempuan, 

ibu-ibu dan bapak-bapak selamat siang, 

selamat Hari Perempuan Internasional. Saya 

sangat senang dapat bergabung bersama 

anda dalam acara perayaan ini, saya sangat 

senang untuk memperkenalkan film Kanada 

ini yang akan membuka acara Hari 

Perempuan Internasional hari ini, hasil kerja 

sama dengan Jurnal Perempuan. Mohon 

maaf bahasa Indonesia saya kurang bagus, 

nanti seterusnya sambutan saya dalam 

bahasa Inggris. Ini adalah tahun ketiga 

Kedutaan Kanada mendukung Jurnal 

Perempuan merayakan Hari Perempuan 

Internasional, acara ini bertujuan untuk 

mempromosikan hak-hak perempuan dan 

pemberdayaan perempuan. Perayaan hari 

ini juga sekaligus merayakan 150 tahun 

Kanada. Oleh karena itu para peserta bisa 

melihat ada poster di depan yang 

bertuliskan KANADA 150 yang merupakan 

perayaan 150 tahun hari jadi Kanada. 
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Saya juga sangat senang sekali 

mengumumkan bahwa duta besar kami 

Peter MacArthur akan bergabung untuk 

diskusi panel kita. Film yang akan kita 

saksikan bersama-sama adalah film Kanada 

yang berjudul Empire of Dirt yang 

disutradarai oleh Peter Stebbings dengan 

durasi waktu 99 menit. Film ini merupakan 

salah satu film resmi Kanada yang dipilih 

dalam Festival Film Toronto, ajang 

bergengsi perfilman Kanada tahun 2015. 

Film ini menceritakan tentang 3 generasi 

perempuan penduduk asli Kanada yang 

menemukan, bahwa keluarga dapat 

membantu membebaskan mereka dari 

masa lalu yang kelam dan memberikan 

mereka kesempatan kedua. Sinopsis yang 

lebih detail terdapat dalam tas yang Anda 

terima. 

Kanada telah melihat kemajuan, promosi 

dan perjuangan hak-hak perempuan 

sebagai prioritas utama mereka. 

Pemerintahan kami telah menegaskan 

kembali pada tim kami untuk memperbaiki 

kerja sama perhubungan antara pemerintah 

dengan pemerintah, hubungan antara 

pemerintah dengan penduduk asli di sini 

berdasarkan pada hak atas budaya dan 

tradisi dengan membangun hubungan yang 

saling percaya, kerja sama dan saling 

mendukung. Dalam film ini anda akan 

melihat beberapa acuan terhadap sebuah 

sistem sekolah residensial, ini merupakan 

suatu sistem pendidikan yang melibatkan 

150 ribu  anak-anak dari berbagai generasi 

yang diambil dari masyarakat lokal untuk 

mengikuti sekolah yang berkualitas rendah 

sehingga hal ini dianggap sebagai salah satu 

hambatan terkuat dalam sejarah Kanada 

yang mereka akui dan mereka juga 

mengakui bahwa sejarah ini memberikan 

dampak yang berlaku lama dan merusak, 

baik budaya maupun penduduk asli Kanada. 

Ya kita bisa melihat warisan yang kelam dan 

tragis, yang dampaknya masih terasa 

sampai sekarang. Anda dapat lihat di film 

nanti bahwa tidak hanya dampak dari 

sejarah, tapi juga permasalahan alkohol dan 

pengunaan narkoba juga menjadi tantangan 

bagi penduduk asli tersebut. 

Ya itulah sebabnya pemerintah kami 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan 

sosial bagi masyarakat terutama bagi 

penduduk asli yang membutuhkan, 

misalnya melindungi perempuan dan anak-

anak atau remaja dari kekerasan untuk 

membantu mereka mendapatkan lapangan 

pekerjaan. Jadi tahun ini adalah peringatan 

150 tahun konservasi Kanada dan salah satu 

tema yang utama dari peringatan kami 

tahun ini adalah rekonsiliasi nasional, di 

mana kami menunjukkan upaya kami yang 

terus-menerus menjalin kerja sama dengan 

masyarakat asli dan mendukung 

masyarakat asli. 

Sebelumnya kami minta maaf, film ini tidak 

dilengkapi dengan teks, selain itu juga 

terdapat beberapa adegan-adegan dalam 

film yang mungkin juga kurang berkenan, 

untuk itu sekali lagi kami minta maaf. Atas 

perhatiannya, saya ucapkan terima kasih 

dan selamat menyaksikan.  
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Helga Worotitjan, MC: 

Terima kasih Helene Viau. Sebelum kita 

menyaksikan film Empire of Dirt seperti tadi 

sudah disampaikan oleh bu Helene, di 

dalam goodybag ada sinopsis film Empire of 

Dirt juga ada JP 92 Perempuan dan 

Kebijakan Publik yang akan kita diskusikan 

nanti, lalu ada juga suvenir cantik Jurnal 

Perempuan dan hadiah kenang-kenangan 

dari Kedutaan Kanada. Seperti yang sudah 

disampaikan, sebentar lagi kita akan 

melangsungkan pemutaran film Empire of 

Dirt. Film ini bercerita tentang persoalan 

kemiskinan yang akhirnya membelit ketiga 

generasi perempuan yang akan diceritakan 

nanti dalam film ini. Hal ini adalah 

fenomena sosial yang terjadi di seluruh 

dunia, di Kanada, juga di Indonesia dan di 

mana pun. Fenomena kekerasan terhadap 

perempuan yang terlibat kemiskinan akan 

menimbulkan banyak persoalan lain dan 

inilah yang akan ditunjukkan dalam film ini. 

Semoga menjadi pelajaran untuk kita 

semua agar kita tetap bergiat, berjuang dan 

bergerak demi mencapai kesetaraan yang 

sama-sama kita cita-citakan. Selamat 

menyaksikan. Para undangan dan partisipan 

kita akan segera memulai film Empire of 

Dirt. 

 

 

—Pemutaran Film— 
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3 
DISKUSI FILM 

 

 

Helga Worotitjan, MC: 

Tepuk tangan semua. Sepertinya semua sangat terkesima dengan filmnya, sampai-sampai 

ketika filmnya terputus begitu saja, penonton sepertinya belum siap kalau filmnya sudah 

selesai. Kita akan membahas lebih lanjut dan berdiskusi tentang film Empire of Dirt yang akan 

disampaikan oleh ibu Helene Viau dari Kedutaan Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste dan 

akan dimoderatori oleh ibu Dr. Gadis Arivia. Kami persilakan. Sambil menunggu tempatnya 

disiapkan sebentar, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam goody bag yang bapak 

ibu dapatkan di depan tadi, terdapat formulir, bagi yang belum bergabung menjadi Sahabat 

Jurnal Perempuan, silakan mengisi dan mengembalikan ke teman-teman Jurnal Perempuan. 

Keuntungan menjadi Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) adalah dalam satu tahun kita akan 

mendapatkan edisi-edisi Jurnal Perempuan secara gratis dan mengikuti banyak acara Jurnal 

Perempuan secara gratis. Silakan diisi formulirnya bagi teman-teman yang mau bergabung 

bersama Sahabat Jurnal Perempuan (SJP). Saya salah satu Sahabat Jurnal Perempuan, selama 

ini saya banyak sekali mendapatkan keuntungan dari pertemuan-pertemuan, karena kita bisa 

berdiskusi dan bertemu dengan teman baru. Lalu juga di setiap diskusi, Jurnal Perempuan selalu 

membahas hal-hal baru yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, semua sendi tentang 

kehidupan dibahas, politik, pendidikan, ekonomi, lingkungan dan untuk terbitan baru JP 92 

membahas perempuan dan kebijakan publik yang nanti akan kita diskusikan sore ini. Kita akan 

segera memulai diskusi film Empire of Dirt sore hari ini, Ibu Helene dan Ibu Gadis kami 

persilakan. 
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Gadis Arivia, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan 

Selamat siang menjelang sore, terima kasih 

banyak sudah datang dan menonton film, 

meskipun tidak ada subtitle-nya dalam 

bahasa Indonesia ya. Kalau kita ambil dari 

google, biasanya ada subtitle-nya cuma 

mungkin berhubungan dengan copyright 

atau sebagainya, jadi tidak ada subtitle-nya. 

Tapi saya kira dari alur cerita, kita bisa 

merasakan bahwa ini adalah problem 

semua perempuan, bahwa ini adalah cerita 

tentang tiga generasi perempuan di Kanada. 

Kita lihat tadi ada Lina, tokoh ibu dengan 

anak perempuannya Tika, dan ada tokoh 

ibunya Lina. Ibunya Lina aktingnya sangat 

bagus sekali ya, saya sangat suka sekali, 

tokohnya sangat kuat sekali. Dalam film itu 

kita belajar apa yang dihadapi oleh suku asli 

Kanada karena masalah alkohol, tobasko, 

dan kekerasan, yang berulang pada 

generasi berikutnya. Jadi misalnya tadi di 

dalam film ada persoalan kawin dini, karena 

Lina hamil pada usia 15 tahun, ibunya juga. 

Lalu ada persoalan drugs juga, lalu ini 

terjadi pada generasi-generasi seterusnya. 

Jadi kita belajar banyak dari film ini 

mengenai persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh perempuan-perempuan 

penduduk asli di Kanada. Karena hari ini 

adalah Hari Perempuan Internasional, jadi 

baik juga kita belajar dari negara lain. 

Kanada juga mengalami apa yang terjadi di 

negara kita. Jadi saya kira saya serahkan 

pada ibu Hélène, untuk sedikit 

menceritakan tentang film tersebut. 
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Hélène Viau: 

Terima kasih banyak telah menonton film ini dalam perayaan Hari Perempuan Internasional 

bersama kami dan Jurnal Perempuan. 

Film ini sebagai pengingat bagi kita bahwa perjuangan untuk memperoleh hak perempuan dan 

memperjuangkan pemberdayaan adalah sesuatu yang harus keras dilakukan dan sesuatu yang 

harus terus diperjuangkan di seluruh dunia. Dari film ini kita juga belajar bahwa perempuan harus 

diberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan untuk mendapatkan kesempatan yang 

sama dengan laki-laki. Film ini juga menunjukkan bahwa kita perlu memerhatikan setiap 

permasalahan tentang penduduk asli dan juga dalam konteks pengetahuan perempuan agar 

mempunyai komitmen yang jelas untuk memperbaiki hubungan antar negara dengan penduduk 

asli untuk memutus rantai kekerasan yang ada. Semoga setelah ini tidak ada lagi kekerasan dan 

KDRT yang terjadi akibat dari warisan sejarah yang tadi. 

Sekarang saya memberikan kesempatan untuk anda memberikan pendapat atau pertanyaan dari 

peserta, namun sebelum itu, kami ingin menyambut duta besar MacArthur yang baru datang, kita 

sambut duta besar. 

Gadis Arivia: 

Kita langsung kepada ibu Julia yang mau memberikan komentar silakan ibu. 
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Julia Suryakusuma 

Selamat siang semua, selamat Hari Perempuan 

Internasional. Hello good afternoon everyone, 

good afternoon Ambassador. I am Julia 

Suryakusama. Komentar saya tentang film ini, 

meskipun dia mengambil suatu lokalitas yang 

sangat spesifik sekali tapi temanya sangat-sangat 

universal menurut saya, tidak terbatas pada 

perempuan saja, ini adalah suatu pola lingkaran 

setan yang terjadi dalam banyak keluarga. Saya 

melihat ini dalam keluarga saya sendiri. Film ini 

bercerita tentang tiga generasi, buat saya 

menarik sekali tiga generasi ini, saya sendiri 

sudah punya cucu, saya melihat bahwa saya lebih 

dekat dengan cucu saya daripada dengan anak 

saya seperti di dalam film ini. Film ini mengenai 

orang-orang yang berusaha menjalani dan 

menavigasi kehidupan dan membuat kesalahan-

kesalahan dan berusaha menjadi orang baik, tapi 

tersandung oleh masa lalu, trauma masa lalu. Jadi 

untuk memperbaiki diri sendiri dan antar generasi 

itupun penuh dengan tragedi. Menurut saya ini 

tema yang sangat universal dan sangat tepat di 

Hari Perempuan Internasional. Kalau kita lihat di 

Indonesia, tadi Gadis sudah menyebutkan 

tentang drugs, perkawinan dini, itu juga terjadi di 

sini, cuma kalau di Indonesia mungkin anaknya 

nggak sekurang ajar itu. Menurut saya film ini 

bisa memberikan inspirasi dan perenungan 

bahwa hal yang terjadi di negara jauh seperti 

Kanada pun adalah hal-hal yang juga terjadi di 

Indonesia. Jadi saya kira memang Hari 

Perempuan Internasional ini adalah satu 

kesempatan untuk berbagi, untuk memberikan 

satu perasaan bahwa feminisme adalah sesuatu 

yang universal oleh karena itu kita harus 

melakukan gerakan bersama. Pada tanggal 4 

Maret 2017 lalu ada Women’s March Jakarta dan 

hari ini ada kolom saya di Jakarta Post. Saya kira 

Women’s March Jakarta pada 4 Maret lalu 

terinspirasi dari Women’s March di Amerika. Jadi 

saya kira, kita khususnya tanggal 8 Maret ini 

punya kesempatan untuk saling menginspirasi, 

tapi tentu bukan hanya tanggal 8 saja, tanggal 

berapa saja. 
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Gadis Arivia: 

Terima kasih ibu Julia, ibu Julia aktivis 

perempuan dan juga kolomnis di Jakarta 

Post. Memang benar film ini mengingatkan 

kita pada persoalan-persoalan kita di 

Indonesia. Mungkin saya undang lagi, 

apakah ada pertanyaan lagi dari teman-

teman yang menonton. Sebetulnya saya 

ingin bertanya juga pada ibu Helene, di 

dalam film ada residential school, mungkin 

kita tidak begitu memahami konteksnya di 

dalam film. Jadi saya mau bertanya apa 

yang dimaksud dengan residential school, 

dalam konteks Kanada dan juga disebutkan 

tentang fatherless children, anak-anak yang 

tidak mempunyai ayah di dalam konteks 

penduduk asli Kanada. Silakan ibu Helene. 

 

Hélène Viau: 

Jadi seperti apa yang telah disebutkan pada 

sambutan saya tadi, bahwa sekolah 

residential ini adalah suatu yang dianggap 

sebagai sejarah yang paling kelam di 

Kanada, karena dalam kondisi ini sampai 

beberapa dekade anak-anak dari penduduk 

asli, mereka ditarik dan disekolahkan di 

sekolah yang kualitasnya rendah yang jauh 

dari keluarganya, jauh dari budayanya, jauh 

dari desanya, hak mereka dicabut dari akar 

budayanya. Kemudian pemerintah Kanada 

memutuskan untuk tidak menolak atau 

menghindari sejarah tersebut, tapi mereka 

memilih untuk melihat kembali dan 

menerima sejarah tersebut dan kemudian 

mendirikan satu komisi rekonsiliasi untuk 

kemudian mendengarkan sejumlah 

kesaksian dari sejumlah orang yang terkena 

dampak dari kebijakan sekolah ini di masa 

lalu. Kemudian berusaha terlibat dengan 

penduduk asli dan kemudian komisi 

rekonsiliasi ini menjadi titik awal dari 

hubungan antara pemerintahan Kanada 

dengan penduduk asli, hubungan yang baru 

antara pemerintahan Kanada dan penduduk 

asli. 

 

Gadis Arivia: 

Ya jadi persoalan bahwa seringkali 

penduduk yang terpingirkan kemudian 

selalu ada efeknya. Kalau kita lihat dari film 

ini, efek terhadap keluarga dan lebih lagi 

kepada perempuan dengan isu-isu yang 

diangkat tentang kehamilan dini dan 

sebagainya. Mungkin ada lagi yang ingin 

bertanya silakan. 
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Penanya 1 

Hana (Universitas Negeri Jakarta) 

 

Pertanyaan saya begini, kita tahu bahwa 

pemerintah telah memiliki rencana dan 

program untuk membantu perempuan yang 

mengalami KDRT ataupun kekerasan 

lainnya. Namun dalam kenyataannya, 

sebagian besar perempuan yang mengalami 

kekerasan cenderung submissive dan 

menoleransi kekerasan yang ia alami. Jadi 

bagaimana kita mendukung mereka agar 

lebih percaya diri untuk memperjuangkan 

hak-haknya? 

 

 

 

Hélène Viau: 

Terima kasih atas pertanyaan yang bagus 

sekali. Terkadang perempuan merasa 

kekerasan sebagai hal yang biasa karena 

kaum mereka sudah mengalami kekerasan 

sejak kecil. Ya jadi bagaimana caranya kita 

menghapus rantai kekerasan ini, yang 

pertama ya kita harus menjelaskan, 

mengajarkan mereka tentang hak-hak 

perempuan. Kedua kita harus mendidik 

perempuan. Ketiga kita harus memberitahu 

mereka kekerasan ini tidak benar, 

kekerasan itu tidak boleh sehingga kita 

tidak boleh menoleransi hal itu. Jadi 

bagaimana cara kita mengatasi ini? yang 

paling penting adalah melalui pendidikan. 
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Pendidikan sangat penting terutama bagi 

remaja putri, karena tidak hanya mereka 

perlu pendidikan tapi mereka juga perlu 

diberikan kesempatan untuk mendapat 

pendidikan yang sama seperti anak laki-laki 

dan pelajar laki-laki. Karena tanpa 

pendidikan mereka tidak hanya 

mendapatkan kesempatan kerja yang baik 

namun mereka juga diberikan kesempatan 

untuk mengatasi hal kekerasan. 

Jadi tadi saya mengatakan tentang 

pendidikan yang juga membantu 

memberikan kepercayaan diri pada 

perempuan dan tidak hanya itu kita juga 

perlu meningkatkan kesadaran terutama 

kesadaran pada perempuan, sehingga para 

perempuan tahu hak-hak perempuan, ada 

hak-hak anak perempuan. Itulah sebabnya 

pemerintah Kanada begitu banyak 

mendukung kegiatan-kegiatan sosial untuk 

melakukan kegiatan pemberdayaan 

perempuan di Indonesia, untuk membantu 

mereka melakukan edukasi atau 

meningkatkan kesadaran tentang hak-hak 

perempuan dan hak-hak remaja perempuan 

melalui kegiatan yang kami danai. Upaya 

untuk memberdayakan atau meningkatkan 

kesadaran tentang hak perempuan itu 

butuh waktu dan mungkin butuh waktu 

yang panjang dan semoga saja usaha atau 

perjuangan kita untuk pemberdayaan dan 

kesetaraan perempuan sudah sampai hasil 

akhirnya. 

 

Gadis Arivia: 

Komnas Perempuan mengatakan bahwa 

setiap tiga menit ada satu perempuan yang 

mengalami kekerasan, jadi persoalan 

kekerasan terhadap perempuan di negara 

kita juga masih menjadi persoalan. 

Tingginya tingkat kekerasan, terutama 

kasus perkosaan di Indonesia sejak tahun 

2015-2016, banyak terjadi di kota-kota 

besar. Memang persoalannya adalah 

bagaimana memutus lingkaran kekerasan 

ini. Mungkin dengan diskusi di hari 

perempuan ini dapat memutus lingkaran 

kekerasan tersebut. Saya undang lagi 

penanya berikutnya. 
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Penanya 2 

Suster Genobeba 

Good afternoon everybody, good 

afternoon Mrs. Hélène and Mr. 

Ambassador, welcome to Indonesia. We 

are happy to have you here. I am 

Genobeba; I am from Vivat International 

Indonesia, an international NGO’s. We are 

working in human right issues, especially in 

human trafficking. I do agree with Mrs. 

Hélène about how to handle the issues of 

human trafficking and violence against 

women. I think we have to build 

awareness, and society, and also 

education, it is important. But here, we are 

working hard for this, many NGOs, the 

leaders from the Muslim, Catholic and 

Christian Protestant, we are working hard 

for this. But the big issue that we are 

facing is the culture, and here in Indonesia, 

man is number one, so even talking about 

women’s right, people always said women 

is second class. So, if talking about 

education, many families are really not 

aware of that, they teach only man who 

can study not women, in this condition 

women just stay at home and they have to 

take care of their family, they have to learn 

how to cook, because when they are grow 

up, they are just married off and serve 

their family. So, for women their work is so 

hard. And the second, talking about 

awareness, it is hard for us to reach people 
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in remote cities. In Jakarta or big city, we 

can organize seminar or discussion about 

the violence against women, but it is hard 

for us to reach the remote places because 

the transportation is not really good for us. 

This is our problem. I am so glad there are 

many NGOs working on this. What is 

concerning, we tell women to speak up 

when they experience violence, but they 

always said “Oh no, I just keep quiet, 

better I keep quiet.” This is how women 

respond. I have been in USA working on 

human rights also, we are networking for 

that, in many times we are discussing 

about this with international NGOs. I think 

we must apply this agenda in remote 

places, but it is hard for us to go to these 

remote places. So, it is good to learn from 

you and I hope you will come with more 

open networking and together we can 

work with the people in remote places. 

Thank you very much. 

 

Gadis Arivia: 

Terima kasih Suster atas kerja kerasnya 

untuk kemanusiaan. 

 

Hélène Viau: 

Jadi tadi komentar dari susternya ada tiga, 

masalah terbesar jika kita berbicara tentang 

perempuan adalah masalah budaya, kedua 

adalah masalah akses yang tidak terbuka 

dan yang ketiga adalah cara berpikir 

perempuan itu sendiri. Kemudian tadi oleh 

Helene di sebutkan bahwa masalah akses 

memang masalah yang susah dan memang 

harus diatasi dan itulah sebabnya 

pemerintahan Kanada memberikan 

program-program di NTT dan Papua untuk 

membantu organisasi lokal untuk 

melakukan seminar dan pelatihan di desa-

desa kecil. Kedutaan Kanada juga punya 

program lain di Sulawesi yang berusaha 

menjangkau perempuan di daerah 

terpencil. Jadi memang benar ketika kita 

bicara tentang pemberdayaan perempuan 

kita tidak hanya bicara tentang perempuan 

di wilayah yang mudah diakses tapi juga 

berbicara mengenai perempuan di wilayah 

yang jauh dan sulit diakses. 

 

Gadis Arivia: 

Diskusi ini menarik sekali, ada satu lagi 

penanya Ibu Nadja Jacobowski. Silakan. 
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Penanya 3, Nadja Jacobowski 

 

Halo, my name is Nadja Jacobowski, I am working in Minister of Women’s Empowerment and 

Child Protection in Jakarta of German International Development Cooperation. I want to 

congratulate to you and the Ambassador for this movie, I think it is very-very good movie. I just 

give a comment because it is International Women’s Day, I know education is very important 

for all women, for all girls, but I think we are very far to achieve. And when we look at the data, 

the gap is getting greater, you know, this year we achieve gender equality, now at 170, last year 

you remember, Gadis, its 129, so it’s sorry, it’s standing at a bigger gap. I just want to comment 

at a report of violence crisis in Germany, so at all levels of society when we look the prevalence 

is same in the population group higher prevalence rate. So, the educated, uneducated, migrant, 

Muslim, whatever we have all high prevalence. So, I just would like to correct everyone, there 

are challenges such as patriarchy culture, okay, education is good but please don’t forget to 

challenge stereotypes and encourage women and girls too in many sectors. So, this is the 

important, we need the economic independence. So, we must challenge the patriarchy every 

day, every moment and thank you Jurnal Perempuan, you are doing a great job. 

Gadis Arivia: 

Terima kasih Nadja. Jadi terasa sekali ya internasional, ada Nadja dari Jerman, ada Hélène dari 

Kanada, ada Ibu Gadis dari Depok. Sayang sekali karena waktu kita terbatas karena nanti akan 

ada diskusi kebijakan publik yang progender. Terima kasih banyak kepada ibu Hélène, 

Ambasador Peter MacArthur, terima kasih banyak kepada kedutaan Kanada atas filmnya yang 

tadi sudah kita nikmati. Terima kasih kepada para penonton dan penanya. 



18 
 

4 
Diskusi Perempuan dan 

Kebijakan Publik  

 

 

 

Gadis Arivia, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan 
 

Selamat sore kepada bapak dan ibu sekalian 

juga kepada teman-teman yang sudah 

menyempatkan hadir di acara diskusi yang 

menurut saya penting pada hari perempuan 

ini. Hari perempuan adalah hari dimana kita 

merefleksikan kembali dan mengevaluasi 

peranan perempuan khususnya di Indonesia 

juga di dunia. Tadi kita mendengar situasi 

perempuan di Kanada dari ibu Helene, kita 

juga mendengar dari ibu Nadja hal yang 

sama di Jerman, kita telah mendengar 

persoalan sosial di sana. Sekarang dalam 

waktu ke depan kita akan mendengar 

persoalan-persoalan kita sendiri di tanah 

air. Pada diskusi ini kita membicarakan 

Jurnal Perempuan 92 Perempuan dan 

Kebijakan Publik. Ibu dan bapak serta 

teman-teman yang saya sayangi, banyak 

sekali persoalan yang kita hadapi seperti 

kebijakan tentang kesehatan, persoalan 

tentang kebijakan hak atas tanah, dan juga 

apa yang disebut dengan kebijakan feminis. 
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Semuanya adalah penting, begitu juga 

kebijakan-kebijakan lain yang tidak dibahas 

dalam jurnal ini. Misalnya kebijakan yang 

sudah lama diperjuangkan oleh kaum 

feminis yaitu UU Perkawinan yang masih 

belum berkeadilan bagi perempuan, namun 

hingga kini belum juga direvisi dan dibahas. 

Jadi masih ada sejumlah kebijakan yang 

sangat diskriminatif di negara kita yang 

tentu perlu kita pahami dan ketahui. Selain 

itu Pemred kita Anita Dhewy telah bekerja 

keras menyusun penelitian untuk kita baca 

bersama. Tentunya saya tidak ingin 

berpanjang lebar, saya berterima kasih 

kepada Ambassador HE MacArthur dari 

Kanada yang sudah datang dan akan 

memberikan sambutan. Saya juga 

mengucapkan terima kasih kepada ibu 

Rahma Iryanti yang sudah hadir dan para 

pembicara lainnya serta pada hadirin 

semua. Saya yakin diskusi kita hari ini 

sangat bermanfaat dan penting bagi kita 

semua sebagai perempuan. Kalau kita tidak 

tahu hak-hak kita sebagai perempuan dan 

tidak bisa menuntut kepada pemerintah 

untuk menyusun kebijakan yang adil 

tentunya kita tidak bisa mendapatkan 

kebijakan publik yang adil gender. Kanada 

adalah negara yang spesial buat saya, 

karena saya suka dengan perdana 

menterinya, Justin Trudeau, yang menurut 

saya selain handsome beliau adalah 

pimpinan negara yang mampu memberikan 

contoh. Kita membutuhkan pemimpin 

negara yang bisa set the tone, memberikan 

nada yang stabil, nada yang bisa menjadi 

inspirasi bagi masyarakat. Pak Justin dalam 

setiap kesempatan selalu mengatakan 

bahwa I’m a Feminist dan bagi kita 

perempuan, hal itu menumbuhkan rasa 

bangga. Saya bermimpi suatu saat punya 

pemimpin seperti itu yang bangga dan tidak 

malu mengatakan, meski ia laki-laki, bahwa 

ia seorang feminis. Jadi saya juga yakin 

bahwa Ambassador MacArthur seorang 

feminis. Saya tidak akan berpanjang lebar 

saya berikan waktu untuk Ambassador 

MacArthur. Silakan.  
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H.E. Peter MacArthur 

Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste 
 

Dr. Gadis Arivia, Executive Director of Jurnal 

Perempuan, ibu Rahma Iryanti, Deputy of 

Population and Manpower at the National 

Development Planning Board, ibu Atnike 

Nova Sigiro, Programme Manager Forum 

Asia, ibu Yulianti Muthmainnah from 

Uhamka Jakarta, ibu Anita Dhewy, Editor in 

Chief of Jurnal Perempuan. Distinguished 

guests, ladies and gentlemen. Selamat sore. 

Happy International Women’s Day. Selamat 

Hari Perempuan Internasional. I am so 

pleased to join you for today’s celebration, 

and for today’s discussion on “Women and 

Public Policy”. Gender equality is an 

important Government of Canada priority, 

but also the 5th United Nations sustainable 

development goal which all countries are 

obligated to advance.  We have a gender 

equal cabinet with 15 female ministers and 

15 male ministers. Our Prime Minister 

Justin Trudeau identifies as a feminist on 

the global stage. What’s more, he calls on 

his fellow leaders – male and female – to do 

the same. While Canada’s cabinet is 50% 

female, I am pleased to note that 

Indonesia’s cabinet is also relatively strong 

with 30% women. Research shows that 

women in politics raise issues that others 

overlook, pass legislation that others 

oppose, invest in projects others dismiss 

and seek to end abuses that others ignore. 

The Canadian government continues to 

make exciting announcements in this area. 

Just last week, for example, it announced 

$20 million to support sexual and 

reproductive health rights of women 
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worldwide. Tonight at 8:15 pm Jakarta time, 

you are invited to tune into Facebook for a 

live panel discussion involving Prime 

Minister Trudeau and Development 

Minister Bibeau. The Embassy of Canada is 

proud to sponsor Jurnal Perempuan for a 

third year in a row at an event to promote 

women’s rights and empowerment. 

  

The celebration today will focus on women 

in public policy – an excellent theme. 

Gender-sensitive public policy is critical to 

women’s empowerment and gender 

equality. The data are clear. There 

continues to be a significant economic gap 

between women and men in most parts of 

the world. Women generally receive less 

income for their labour, and are more likely 

to have irregular, informal and vulnerable 

forms of employment. Fewer women are 

found in positions of economic leadership, 

and high rates of violence against women 

persist which is deeply concerning. We 

need public policy designed in a way that 

addresses these many inequalities and 

ensures women are offered the same 

opportunities and human rights protections 

as men. The research is also clear on the 

fact that the rewards of women's economic 

empowerment are mutually beneficial. 

Women empowerment contributes to 

inclusive and sustainable economic growth, 

improves productivity, and reduces poverty. 

When women are empowered, 

opportunities for development expand and 

everyone benefits, including men and boys. 

Greater equality translates into stronger 

father engagement reducing the frequency 

of behavioural problems in boys while 

decreasing delinquency and economic 

disadvantages in low-income families. In 

order to better support women and girls, 

Canada believes that public policy should be 

rights-and gender-based and inclusive. We 

know, for example, that government policy 

and laws must be sensitive to the different 

impacts they will have on men and women. 

But that is not all. Public policy should also 

be transformative, by investing in the 

capacity, and leadership potential of 

women and girls. This must not be limited 

to politics and the public sector but needs 

to extend to the private sector. Research 

also shows that having a more diverse and 

balanced corporate board of directors can 

lead to a stronger financial performance by 

companies, including returns on 

investment. Gender equality needs the 

engagement of every one of us, including 

and especially men and boys. Statistical 

studies in Europe demonstrate that greater 

gender equality is associated with a higher 

quality of life and lower chance of 

depression, divorce or becoming a victim of 

violent death for both men and women. 

Here in Indonesia, Canada working with our 

local partners has made important 

contributions in this priority area. Canadian 

development assistance funding has helped 

integrate gender-based budgeting, provide 

better health services to marginalized 

women and pushed for guaranteed female 

political representation through the 

passage of the Political Party Law. A new 

$2.6 million project with Oxfam and Koalisi 

Perempuan is focusing on preventing 
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violence against women and girls, a 

traditional area of focus for our Embassy 

here in Jakarta.  As part of this panel, we 

will hear from distinguished speakers on 

women and public policy in Indonesia. I look 

forward to observing your proceedings and 

wish you an informative and enjoyable 

celebration. Happy International Women’s 

Day! Selamat Hari Perempuan 

Internasional! Terima kasih banyak. 

 

 

 

 

 
Pembacaan Puisi oleh Zubaidah Djohar  

“Di Negeri Tujuh Ribu Rok” 

 

Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

menabur cinta pada Ilahi, mendekap keluarga dan sanak famili 

karena cina Ilahi, bukan hanya shalat di malam sunyi 

tetapi juga bercurah hati pada alam semesta dan sejumlah isi 

 

Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

menebar pandang pada langit yang tak biru lagi 

yang bercerita tentang tubuh-tubuh dipagari 
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konon katanya, agar pandangan liar tidak menggerayangi 

agar kerusakan bumi tidak terjadi 

tapi tahukah engkau wahai pembuat pagar negeri? 

liar ada di kepalamu nan tinggi 

kerusakan bumi juga dari tanganmu yang tak berhati 

lalu kenapa tubuh-tubuh rentan itu yang kau sekap tiada henti? 

kau tertibkan demi pengakuan Islamnya negeri 

 

Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

menatap nanar pada dinding putih nan sepi 

terbayang, wajah-wajah perempuan berkandung bayi 

yang terbiar tinggal menghitung hari 

tubuh bangunan pun bagai pusara sunyi, kering tanpa sang ahli 

wajah calon mayat pasrah! 

bayi-bayi tak berdosa pun dikubur dengan serakah! 

seharusnya ini tak perlu terjadi, bilang penguasa tak kehilangan nurani     

 

Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

menatap tajam wajah penguasa negeri 

tahukah kau apa yang terjadi? 

rok yang kau bagi bertabur duri kehancuran  

berlumur darah kaum perempuan, kau cabik untuk lambang kesucian 

kau lihat ruang bercat putih yang redup dan kumal itu? 

ruangan penuh orang-orang layu dan kuyu 

kau lihat jejak konflik dan tsunami di tubuh rakyatmu? 

ada luka darah yang berkarat, butuh percik damai yang tak berbatu  

kau lihat betapa kotor dan mengerikannya negerimu? 

butuh kekayaan pikiran hati, bukan nafsumu 

itulah sesungguhnya tasbih syari’at Tuhanmu yang juga Tuhanku 

 

Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

dan, bertanya pada penguasa negeri 

syari’at yang mana yang tengah kau ceritai? 

karena sang pencipta penuh kasih pada insani 

menyuruhmu berpikir tentang affala ta’qilun dengan hati 

dan, melarangmu berbuat kerusakan di muka bumi 
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Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

kembali bertanya pada penguasa negeri 

nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustai? 

bukankah alammu tengah beranjak damai dan berseri? 

semailah seonggok hati agar tak hitam pekat lagi 

selamatkanlah bumi dengan ketajaman pikiran dan hati 

bukan dengan membangun lautan rok di tengah negeri 

 

Di negeri tujuh ribu rok, aku terhenti 

yang helainya kini tak tujuh ribu lagi 

belasan, hingga puluhan ribu membentang negeri 

entah jiwa mana lagi yang dicabik 

entah raga siapa lagi yang diusik 

 

Selamat berpuasa penguasa negeri 

semoga Ramadhan memberi ruang mengaca diri 

 

Meulaboh, 13 Agustus 2010 

Persimpangan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien 

 

Helga Worotijan, MC: 

Terima kasih atas puisinya yang begitu menyentuh dari Zubaidah Djohar. Terima kasih kak Ibet. 

Selanjutnya kita akan masuk pada diskusi tentang kebijakan publik yang sensitif gender yang 

akan dibawakan oleh moderator, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan, ibu Anita Dhewy. 

Dengan pembicara ibu Rahma Iryanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Bappenas, yang akan membawakan tema kebijakan progender dan manfaatnya untuk 

kemajuan bangsa. Kemudian pembicara kedua, ibu Atnike Nova Sigiro, Programme Manager 

Forum Asia, yang akan membawakan tema perempuan dan politik kesejahteraan dan 

pembicara ketiga ibu Yulianti Muthmainnah, penulis JP92 dan juga dosen di Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) yang akan membawakan tema implementasi Kartu 

Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran di DKI Jakarta, Bogor, Depok. Kepada pembicara kami 

persilakan untuk maju ke depan. Saya serahkan acara kepada moderator.  
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Anita Dhewy, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan (Moderator) 
 

Terima kasih Mbak Helga. Selamat sore bapak, ibu, dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih 

telah hadir dan terima kasih juga sudah bertahan dari tadi siang hingga sore hari ini. Kita akan 

berdiskusi tentang perempuan dan kebijakan publik. Kita tahu bahwa keterlibatan perempuan 

dalam perencanaan, pembuatan dan implementasi kebijakan sangatlah penting. Bersama kita 

pada sore hari ini sudah hadir ibu Rahma Iryanti dari Bappenas, mbak Atnike Nova Sigiro dari 

Forum Asia dan mbak Yulianti Muthmainnah dari Universitas Prof. Dr. Hamka. Kita akan mulai 

dari ibu Rahma, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas. Kita tahu bahwa 

Bappenas bisa dikatakan sebagai think tank dari kebijakan-kebijakan pembangunan di negara 

kita. Kita akan mendengarkan paparan ibu Rahma tentang kebijakan yang sejauh ini sudah 

diterapkan oleh pemerintah terkait dengan perempuan. Silakan ibu Rahma, 15 menit waktunya.  
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Rahma Iryanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Bappenas 
 

Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Jurnal Perempuan tentunya. Saya bertemu 

dengan Duta Besar Kanada tahun 1989 ketika saya belajar gender di Kanada, CIDA, gender 

equality for women. Terima kasih bapak dan ibu, saya akan fokus pada beberapa slide saja 

karena waktunya terbatas. Sebagai pengantar, pertama adalah kesetaraan gender menjadi isu 

pembangunan yang memiliki nilai tersendiri, dalam arti dapat memperkuat kemampuan negara 

untuk berkembang dalam aktivitas ekonomi tentunya, kemudian dalam mengentaskan 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi tentu akan 

membuka banyak jalan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. 

Kesetaraan gender juga memerlukan strategi pembangunan untuk memberdayakan dan 

meningkatkan taraf hidup, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah dan strategi untuk menangani 

ketidaksetaraan yang masih mengakar. Ini sebagai pengantar. Selanjutnya saya ingin 

menerangkan sedikit tentang kaitan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dengan GDP per 

kapita. Jadi sepertinya ada tren, contohnya pada tabel di atas ini, Indonesia sejak tahun 1990 



27 
 

tingkat partisipasi angkatan kerja kita 

sepertinya masih stuck di sekitar 48-51% 

tidak bergerak naik setelah lebih dari 30 

tahun. Tadi ambassador mengatakan 

bahwa ekonomi inklusif artinya ekonomi 

yang bisa memberikan akses seluas-luasnya 

kepada penduduk, angkatan kerja, 

penduduk kurang mampu dan sebagainya. 

Tampaknya dari sisi partisipasi angkatan 

kerja, kita hanya dikisaran 48-51% untuk 

waktu yang cukup panjang. Sementara GDP 

per kapita kita sudah cukup meningkat, 

cukup baik sekali kalau kita lihat tabel pada 

slide. Saya membandingkan beberapa 

negara yakni Thailand, India, Filipina dan 

Indonesia. Contohnya seperti Thailand 

manakala memiliki tingkat partisipasi 

angkatan kerja yang lumayan tinggi, maka 

income per kapitanya juga mengikuti akan 

tinggi. Tidak seperi India juga katakanlah 

Filipina dan Indonesia. Kemudian saya juga 

melihat negara lain seperti Kanada, setahu 

saya Kanada merupakan salah satu negara 

yang tingkat partisipasi angkatan kerjanya 

cukup tinggi, tapi kemarin saya lihat 

sepertinya ada kesalahan data ketika saya 

akses di World Bank, untuk itu saya tidak 

tampilkan karena saya tahu di sini ada dari 

kedutaan Kanada. Karena saya tahu TPAK 

Kanada cukup tinggi, TPAK perempuan.  

 

Baik selanjutnya, struktur penduduk kita 

lewati saja, next slide, kita lewati saja, nanti 

kita akan lebih banyak pada kebijakan. 

Selanjutnya ini sedikit indikator kesetaraan 

dalam isu gender, beberapa capaian yang 

telah diperoleh pemerintah Indonesia. 

Misalnya capaian pertama, peningkatan 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di 

negara kita memang tampak masih cukup 

datar, kita lihat sejak tahun 2010 hingga 

tahun 2015. Bisa kita lihat apa saja 

komponen IPG juga IKG (Indeks 

Ketimpangan Gender), tampak masih cukup 

datar-datar saja. Memang masih ada yang 

harus kita kerjakan ke depan. Indeks 

Ketimpangan Gender Indonesia jika 

dibandingkan dengan negara-negara di 

ASEAN sejak 2008-2014 memang masih 

ketinggalan jauh. IKGnya cukup tinggi, ini 

yang warna kuning Indonesia. IKG cukup 

tinggi kalau kita bandingkan dengan negara 

lain seperti Singapura, Malaysia, Vietnam. 

Indonesia masih termasuk negara yang 

memiliki IKG tinggi, beberapa komponen 

penyebabnya antara lain angka kematian 

ibu, angka melahirkan di usia remaja, 

proporsi perempuan di parlemen, proporsi 

perempuan usia 25 tahun yang 

berpendidikan rendah dan menengah, dan 

partisipasi angkatan kerja perempuan usia 

15 tahun.  

 

Selanjutnya isu gender dalam bidang 

pendidikan, saya rasa kalau dari akses 

pendidikan termasuk juga kesehatan, 

Indonesia sudah cukup bagus. Kita lihat 

angka partisipasi sekolah perempuan juga 

sudah mulai cukup bagus, meskipun masih 

ada beberapa yang mengalami 

keterbatasan akses atau kesempatan, tapi 

untuk pendidikan kita lihat bahwa angka 

rasio APN perempuan terhadap laki-laki 

menurut jenjang pendidikan terutama di 

jenjang perguruan tinggi masih sangat 

rendah. Kemudian rata-rata lama sekolah, 
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untuk penduduk usia 15 tahun keatas masih 

ada gap antara perempuan dan laki-laki. Ini 

beberapa isu gender yang terkait dengan 

kesetaraan.  

 

Kemudian di bidang kesehatan, usia 

harapan hidup perempuan tampak lebih 

tinggi daripada laki-laki, jadi kita bisa lihat 

usia harapan hidup kita meski meningkat 

tipis selama 5 tahun tapi ada satu 

perbaikan, kira-kira seperti itu. Selanjutnya 

di bidang ketenagakerjaan, TPAK antara 

laki-laki dan perempuan kita lihat masih ada 

kesenjangan, untuk tahun 2015, TPAK 

perempuan sekitar 48% sedang TPAK laki-

laki sekitar 82%, jadi hampir dua kali 

lipatnya. Sehingga akses kepada sumber 

daya produktif nantinya juga perlu kita 

dorong. Kemudian tingkat pengangguran 

terbuka, saya rasa ini sangat relevan. Lalu 

proporsi tenaga profesional perempuan 

sejak 5 tahun juga ada peningkatan, cukup 

baik saya rasa, dari 44% meningkat menjadi 

46%. Selanjutnya di beberapa jenis 

pekerjaan perempuan memang lebih 

menonjol, contohnya di bidang tenaga 

profesional, proporsi antara laki-laki dan 

perempuan tampak menonjol perempuan. 

Misalnya di bidang penjualan perempuan 

lebih menonjol, jadi saya duga ini karena 

kebutuhan pasar tenaga kerja itu sendiri. 

Tetapi ukuran-ukuran ini memberikan 

gambaran yang bagus saya rasa. Secara 

hukum kita sudah memiliki landasan yang 

kuat dengan adanya konvensi ILO tentang 

kesamaan jabatan dan upah yang sudah 

diratifikasi beberapa tahun yang lalu 

melalui undang-undang, jadi seharusnya 

sudah tidak ada diskriminasi lagi di pasar 

kerja.  

   

Selanjutnya di bidang pekerjaan, 

perempuan dan karier kita lihat tadi tenaga 

kerja profesional perempuan lebih 

menonjol. Jika kita lihat di lembaga legislatif 

atau lembaga pemerintahan tampaknya 

persentase perempuan masih cukup 

rendah, kurang dari 20% di legislatif dan 

pemerintahan. Slide selanjutnya, 

sumbangan pendapatan dari sektor 

nonpertanian. Jadi kesenjangan pendapatan 

antara laki-laki dan perempuan yang 

direpresentasikan melalui upah masih 

terlihat ya. Sepertinya selama 3 tahun 

belum ada perubahan yang cukup signifikan 

bahkan cukup fluktuatif, jika pada tahun 

2014 sudah hampir mencapai 40% 

kemudian menurun lagi, sehingga perlu ada 

capaian-capaian khusus barangkali nanti. 

Kebijakan untuk memberikan ruang kepada 

perempuan untuk mengakses sumber daya 

produktif.  

 

Bapak ibu, saya akan menjelaskan kebijakan 

dan langkah-langkah, yang mungkin nanti 

bisa kita elaborasi dan memberikan 

gambaran kepada bapak ibu mengenai 

rencana kebijakan 5 tahun kedepan. Jadi 

setiap pemerintah mempunyai dokumen 

rencana pembangunan 5 tahunan 2015-

2019. Kita memiliki dokumen rencana 

pembangunan jangka menengah, kemudian 

diimplementasikan dalam rencana kerja 

tahunan dan isu gender menjadi isu 

mainstream, karena sejak tahun 90-an 

sudah ada pengarusutamaan gender, jadi 
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sudah cukup lama. Kita terus melakukan 

perbaikan-perbaikan bersama kementerian-

kementerian teknis. Mudah-mudahan 

progresnya cukup bagus, kebetulan selama 

beberapa tahun ini kita sudah cukup banyak 

belajar. Kantor pemberdayaan perempuan 

sendiri sangat concern dengan 

permasalahan ini, sehingga isu gender 

diletakkan sebagai mainstream dalam 

berbagai sektor. Pada intinya partisipasi 

kerja perempuan akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Tadi disampaikan 

bahwa ekonomi inklusif harus dapat 

memberikan akses seluas-luasnya kepada 

masyarakatnya, tanpa membeda-bedakan 

ras, agama suku, dan jenis kelamin. 

Kemudian peningkatan pendapatan 

perempuan tentunya akan memberikan 

efek positif terhadap kualitas pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan bargaining position 

di rumah tangga juga pendidikan dan 

kesehatan anak-anak. Untuk itu 

pertumbuhan ekonomi akan memperluas 

kesempatan kerja yang akan memberikan 

rate of return atau pengembalian kepada 

sumber daya manusia sehingga insentif 

keluarga untuk melakukan investasi bagi 

anak-anak di bidang pendidikan dan 

kesehatan akan lebih besar. Untuk itu pasar 

tenaga kerja harus bekerja baik agar 

diperoleh substitusi, artinya jika sebuah 

rumah tangga sudah memiliki tingkat 

ekonomi yang berkecukupan tentu akan 

memberikan akses seluas-luasnya terutama 

untuk pendidikan dan kesehatan anak-

anaknya. Ini adalah satu rantai keterkaitan 

ketika penduduk kurang mampu memilih 

memberikan pendidikan hanya untuk anak 

laki-lakinya saja, banyak studi tentang ini 

saya rasa.  

 

Untuk itu pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi yang dibarengi dengan investasi 

publik, seperti infrasturktur, jalan, sanitasi, 

air bersih, sekolah, kesehatan, akan 

memberikan akses yang luas bagi 

masyarakatnya, baik laki-laki maupun 

perempuan. Tentu pemerintah dalam setiap 

rancangan tahunannya menempatkan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

sustainable agar dapat memberikan 

dampak seluas-luasnya terhadap 

pengurangan kemiskinan, peningkatan 

kesejahteraan. Untuk itu dibutuhkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna 

memperbesar kesetaraan sumber daya dan 

partisipasi guna mendorong produktivitas, 

serta mengefisienkan dan meningkatkan 

kemajuan ekonomi bangsa. Dibutuhkan 

juga kebijakan pasar tenaga kerja yang 

luwes guna mendorong partisipasi 

perempuan. Saat ini kita sadari bahwa 

peraturan ketenagakerjaan yang ada justru 

memberikan hambatan bagi tenaga kerja 

khususnya perempuan, di dalam pasal-pasal 

terlihat perusahan tidak cukup luwes dalam 

merekrut tenaga kerja perempuan. 

Misalnya pemberian cuti setiap tahun untuk 

mereka yang haid, itu sebetulnya terkait 

dengan reproduksi. Tapi katakanlah 

memberikan semacam keistimewaan 

apabila perusahaan memberikan lembur 

untuk tenaga kerja perempuan, padahal 

lembur itu memberikan tambahan income. 

Ini sedang kami proses agar pasal-pasal 

yang ada di peraturan-peraturan jangan 
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justru memberikan semacam keputusan 

bagi perusahaan untuk lebih memilih 

tenaga kerja laki-laki daripada perempuan, 

karena aturan yang tidak cukup luwes tadi. 

Beberapa studi mengatakan bahwa ketika 

perusahaan mengalami collapse dan harus 

menutup usahanya, yang di PHK lebih dulu 

adalah perempuan. Ini contoh-contoh 

diskriminasi di pasar tenaga kerja kita 

meskipun kita sudah punya konvensi ILO, 

persamaan upah, hak dan jabatan.  

 

Kemudian langkah-langkah untuk 

mengantisipasi diantaranya memberikan 

dorongan agar ada keterwakilan 

perempuan dalam organisasi-organisasi 

tertentu sehingga dapat memberikan 

aspirasi dalam politik praktis. Penyediaan 

fasilitas service delivery untuk kesetaraan 

akses di berbagai daerah. Daerah perdesaan 

perlu ada ruang fasilitasi agar mereka 

mendapatkan akses terhadap sumber daya 

produktif. Kemudian meminimalisasi faktor-

faktor sosial budaya yang seringkali 

menghambat kaum wanita untuk dapat 

berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. 

Mungkin ini gambaran yang dapat kami 

sampaikan terkait investasi kita di dalam 

kebijakan publik. Saya rasa tidak ada satu 

perbedaan untuk pendidikan, kesehatan 

dan juga bantuan yang diberikan pada 

masyarakat, jaminan kesehatan, KIP, 94 juta 

per penduduk. Pendidikan cukup besar, dari 

total siswa yang keluarganya memiliki anak 

usia sekolah. Pemerintah mempunyai target 

untuk 40% penduduk dapat memiliki akses 

kepada pelayanan publik, akta lahir. Kalau 

kita lihat anak umur 1-17 tahun masih 

banyak yang tidak punya akta. Akses 

terhadap sumber daya dan sanitasi air ini 

juga meningkatkan gini rasio kita. Tahun 

2014 gini rasio kita meningkat cukup tajam, 

2 tahun terakhir cukup menurun, diikuti 

dengan pedapatan kelompok menengah ke 

bawah sepertinya sudah mengejar 

ketertinggalan, disamping juga kelompok 

pendapatan tinggi terdapat penurunan 

pendapatan. Saya rasa ini penting sehingga 

dapat mewujudkan kesetaraan gender di 

Indonesia. Untuk pendidikan saya rasa 

sudah dengan memberikan beasiswa 

kepada keluarga yang memiliki anak 

sekolah, berupa beasiswa SD, SMP, SMA, 

juga Bidik Misi, program beasiswa untuk 

perguruan tinggi, meski jumlahnya masih 

sedikit. Saya rasa ini yang dapat saya 

paparkan mengenai program-program 

pemerintah ke depan.  

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Ya baik, terima kasih bu Rahma, kita beri 

tepuk tangan. Kita sudah mendengar tadi 

paparan dan data-data kondisi perempuan 

di Indonesia, ada kemajuan tetapi juga ada 

catatan penting yang perlu menjadi concern 

kita bersama. Nah, sekarang kita akan 

mendengarkan paparan dari mbak Yulianti 

tentang bagaimana implementasi kebijakan 

di bidang kesehatan khususnya program 

Kartu Indonesia Sehat. Silakan mbak Yuli. 

Waktunya 15 menit terima kasih.  
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Yulianti Muthmainnah, Penulis JP 92 dan Dosen Uhamka 
 

Assalamualaikum wr, wb, selamat sore, 

salam sejahtera untuk kita semua, selamat 

Hari Perempuan Internasional. Semoga kita 

dapat sustain memperjuangkan hak-hak 

perempuan sampai di garda terdepan. Amin. 

Yang terhormat Duta Besar Kanada untuk 

Indonesia, bapak Peter MacArthur, lalu mbak 

Gadis Arivia, ibu Sjamsiah Achmad, aduh saya 

kangen sekali dengan ibu, terakhir bertemu 

kita sama-sama di Komnas Perempuan ya Bu. 

Saya yakin yang hadir di sini banyak sekali 

senior saya di gerakan perempuan. Di 

samping saya juga ada kak Atnike, jadi dulu di 

kampus tidak panggil ibu, panggil kakak biar 

awet muda, kata kak Atnike. Ibu, bapak dan 

rekan-rekan yang berbahagia, tema yang 

akan saya bawakan adalah soal implementasi 

Kartu Indonesia Sehat (KIS), terutama 

Penerima Iuran Bantuan. Jadi sangat relevan, 

tadi ibu Rahma memaparkan dari aspek 

kebijakan sekarang kita lihat implementasi di 

lapangannya seperti apa. Jadi saya mengajar 

salah satu mata kuliah di Uhamka, yakni 

mata kuliah kemuhammadiyahan, jadi di 

mata kuliah itu kita tidak hanya mengajarkan 

mahasiswa tentang organisasi Muhamadiyah 

tapi juga soal muamalah ibadah, dan ada 

praktik ibadah sosial. Ini supaya mahasiswa 

bisa praktik ke lapangan, jadi Muhamadiyah 

tidak di atas awan, tapi down to earth, 

kelihatan di bawahnya ngapain. Jadi saya 

ajak mahasiswa, ayo kita cek apakah kita bisa 

membantu masyarakat miskin. Jadi 

Muhammadiyah visinya adalah almaun 

musadafan afin, orang-orang miskin yang 

kita bantu.  

 

Berangkat dari situ maka saya mengajak 

mahasiswa untuk membuat Kartu Indonesia 

Sehat terutama untuk masyarakat miskin. 
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Karena kita lihat dari globalisasi saat ini, dari 

hukum internasional kan pertukaran 

ekonomi bergerak sangat cepat, setiap 

negara punya kepentingan di negara lain, 

globalisasi juga mendorong perekonomian 

bergerak antara satu dengan yang lain dan 

memunculkan risiko-risiko yang ada, salah 

satu risikonya adalah pemutusan hubungan 

kerja, dan orang bisa tiba-tiba miskin karena 

pemutusan hubungan kerja tersebut. Karena 

kerentanan-kerentanan dari orang-orang 

yang sudah tidak bekerja dan menjadi miskin 

serta tidak bisa apa-apa, maka diperlukan 

jaminan sosial. Jaminan sosial ini kalau kita 

lihat dari teorinya Linda Wiess tentang state 

capacity, tiap negara punya kapasitas untuk 

membuat rakyatnya makmur, karena negara 

punya alat, struktur, dana untuk membuat 

masyarakatnya tidak jatuh miskin. Nah kalau 

kita lihat jaminan sosial ini sudah ada di PPB, 

berkaitan dengan DUHAM, pasal 22, 25, 26, 

bahwa perlindungan sosial atau jaminan 

sosial mengacu pada kesediaan layanan 

utama baik dari bentuk bantuan tunai 

maupun tidak atau dari program-program. 

Hal itu ditekankan pada sidang ECOSOC 

tahun 2000 dan kemudian orang-orang mulai 

berpikir bahwa negara harus punya tanggung 

jawab. Negara bertugas to promote, to 

protect, to fullfill, nah to fullfill untuk 

memenuhi hak warga negaranya itu apa? 

Maka ada jaminan sosial, walaupun jaminan 

sosial berkembang dan punya definisi yang 

beragam dan berbeda di setiap negara.  

 

Berikut sejarah jaminan sosial di Indonesia. 

Sebenarnya sudah ada sejak zaman presiden 

Soekarno, ketika itu ada menteri 

perburuhan. Lalu zaman Soeharto, kalau ibu 

bapak ingat soal askes kemudian program-

program lainnya, itu ada pada zaman 

Soeharto. Lalu pada zaman Habibie kita 

punya dana cadangan yang cukup besar, 

sehingga sudah muncul ide bentuk jaminan 

sosial seperti apa. Tapi pada zaman Gusdur 

hal itu belum terealisasi. Di zaman presiden 

Megawati baru terbentuk rancangan undang-

undangnya, lalu pembentukan undang-

undang tentang sistem jaminan sosial. Lalu di 

zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) 

tepatnya 1 januari 2014 kemudian sistem 

jaminan sosial semuanya berubah, yang 

askes kemudian menjadi BPJS dan lain 

sebagainya.  

 

Sasaran utama dari sistem jaminan sosial 

adalah setiap warga negara tapi ada 

catatannya, ada 2, yang pertama jaminan 

kesehatan nasional mandiri, jadi ada iuran 

berbayar, tiap kelas harganya berbeda. Lalu 

yang kedua adalah yang dibayarkan oleh 

negara, artinya gratis. Nah yang gratis ini 

harus mengikuti 14 indikator miskin Badan 

Pusat Statistik (BPS), sayangnya 14 indikator 

itu tidak implementatif artinya tidak melihat 

kelompok minoritas ataupun kelompok 

miskin, apalagi kelompok perempuan, dia 

tidak menyentuh sama sekali, walaupun 

dikatakan bahwa 9 dari 14 indikator itu 

terpenuhi maka sudah bisa dikategorikan 

sebagai miskin, tapi tidak bisa implementatif 

di Jakarta, Bogor dan Depok. Sekarang 

Jamkesmas berubah nama menjadi Kartu 

Indonesia Sehat, jadi beda presiden beda 

nama kartunya. Wilayah yang dipilih adalah 

Jakarta, Depok dan Bogor alasannya simpel 
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karena mahasiswa mayoritas tinggal di sana, 

jadi kalau mau bantu ya yang dekat dengan 

rumahnya, tidak perlu jauh-jauh. Mereka 

juga langsung survei ke rakyat miskin, yang 

pekerjaannya serabutan, buruh harian lepas, 

jadi benar-benar kategori miskin yang 

terlihat kasat mata. Wilayah penelitian ada 6, 

Kampung Pitara Pancoran mas, Kampung 

Cikabon Kab. bogor, Kampung Tengah 

Jakarta Timur, Desa Cilodong Kelurahan 

Sukamaju Depok, Kampung Bojong Lio Kota 

Depok, dan Kelurahan Cilincing Jakarta 

Timur.  

 

Karena kita berbasis masyarakat jadi pertama 

kali yang harus dilakukan adalah PRA 

(Participatory Rural Apprasial), PRA yang 

dipilih adalah peta desa. Jadi ketika 

mahasiswa sudah survei, kulonuwon sama 

pemerintah daerah setempat lalu mengajak 

masyarakat untuk kumpul, dipilih, jadi 

masyarakat terpilih, masyarakat juga harus 

merepresentasikan kelompok miskin, 

kemudian tokoh agama, perempuan, janda 

itu semua sudah dipilih, diundang secara 

resmi, kemudian membuat peta desa. Lalu 

membuat indikator yang disepakati bersama, 

indikator miskinnya apa? Misalnya 

perempuan yang kena KDRT (kekerasan 

dalam rumah tangga), perempuan kepala 

keluarga dengan banyak tanggungan, janda 

tua, kemudian juga perempuan miskin dan 

sebagainya. Lalu misalnya juga perempuan 

yang buta huruf, kemudian juga laki-laki yang 

menjadi kepala keluarga dengan anak yang 

banyak dan sebagainya. Jadi indikator yang 

dibuat adalah indikator yang disepakati 

bersama oleh masyarakat yang berkumpul di 

situ untuk membuat peta desa. Ini foto ketika 

sedang berkumpul dan ini peta desanya. 

Yang di atas kiri adalah model bentuk-bentuk 

yang disepakati, misalnya bulat merah adalah 

buta huruf, segitiga kuning adalah korban 

KDRT dan indikator itu tidak ada di dalam 14 

indikator miskin versi BPS. Jadi kita 

memasukkan isu gender dalam membuat 

peta desa untuk melihat yang mana yang 

dianggap orang miskin dan berhak untuk 

mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Jadi 

ibu-ibu itu sendiri yang menentukan, kita 

sudah woro-woro kepada pak RT, pak lurah, 

tokoh agama agar jika mereka datang, tidak 

usah ngomong apa-apa atau menjadi 

observer saja. Karena jika mereka ngomong, 

nanti masyarakat justru diam. Karena itu kita 

sudah bilang ke tokoh masyarakat untuk 

diam dan duduk manis saja, jadi masyarakat 

yang berperan. Kemudian hasilnya peta desa 

dibuat. Kita juga menentukan kelompok 

rentan, yakni perempuan, anak-anak, 

kelompok minoritas agama, kelompok 

minoritas etnis yang kemudian mereka 

tersingkir dari kelompok masyarakat pada 

umumnya. Dari peta desa itu sebetulnya 

tergambar yang mana kelompok minoritas 

dan yang mana kelompok rentan. Setelah 

data diperoleh, mahasiswa melakukan cross 

check kembali ke pemerintah daerah. 

Sebelah kanan ini adalah whatsapp dengan 

pejabat setempat, kira-kira begitu.  

 

Ini adalah temuan yang paling menarik. Siapa 

yang tinggal di Depok? Ini adalah kota yang 

sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena 

13 kepala keluarga (KK) yang sudah 

terindentifikasi sebagai kelompok miskin 
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ditolak oleh pemerintah setempat. Kenapa 

ditolak? Karena RT, RW, kelurahan, 

kecamatan setempat punya perspektif yang 

berbeda soal pembuatan BPJS, soal kartu JK, 

soal KIS. Jadi mahasiswa berhadapan dengan 

pejabat yang omongannya beda-beda. 

Sekecil apapun data di lapangan itu adalah 

temuan. Jadi 13 KK ditolak. Bikinnya sampai 

jungkir balik, ke kepala desa dan sebagainya, 

lalu ditolak. Yang lebih istimewa lagi, 

[petugas] Dinas Sosial Kota Depok 

mengatakan, “Data untuk penerima JKN-KIS 

sudah final, jadi kamu nggak bisa ngajuin 

lagi.” Ya sudah mereka nggak habis akal, 

mereka kemudian datang ke Dinas Kesehatan 

Kota Depok. Di sini lebih istimewa lagi, 

[petugas] Dinas Kesehatan kota Depok 

mengatakan, “Punya MoU nggak dengan 

kampus? Kalau punya MoU dengan kampus 

kita bisa kasih ke orang-orang yang berhak 

mendapat JKN-KIS. Kenapa harus ada MoU, 

karena kita nggak punya dana dari APBD 

untuk kasih JKN-KIS karena datanya sudah 

final”. Oh ya? Ini kan aneh sekali, padahal 

dalam undang-undang jelas sekali diatur dan 

dalam tulisan juga saya paparkan secara 

detail, undang-undangnya apa saja yang 

menyatakan bahwa orang-orang miskin 

dijamin oleh negara, dijamin gratis. Bisa ya 

pejabat itu bilang pakai MoU, kampus 

dengan dinas dan dananya dari kampus. Ini 

kota yang sangat istimewa.  

Temuan lain masih di Depok juga, 

pembuatan peta desa atau PRA tidak bisa 

dikerjakan karena sudah ada mobilisasi dari 

pejabat setempat, jadi sudah dipilih orang-

orang untuk melakukan peta desa, dan sudah 

dijanjikan akan dapat. Ini kan sudah gagal 

total dari awal. Karena kita berharap dalam 

waktu 3 bulan ada proses partisipasi dari 

masyarakat, kalau sudah diarahkan sudah 

mustahil. Kantor BPJS Margonda juga hampir 

sama seperti temuan di kelompok 

sebelumnya, harus ada MoU, karena data-

data mereka sudah final jadi nggak bisa di-

update lagi. Kalau di kampung Bojong Lio ini 

menarik sekali, karena kader PKK di sana aktif 

dan yang lebih menariknya lagi setiap kader 

PKK punya jatah untuk mencari satu orang 

miskin yang bisa mendapatkan Kartu 

Indonesia Sehat dengan gratis. Jadi ketika 

mahasiswa ke sana mereka senang sekali, 

merasa terbantu. Jadi jatah 20 orang 

diberikan ke mahasiswa untuk bersama-sama 

mencari orang yang berhak menerima. Dari 

20 KK yang diajukan, 17 KK berhasil 

mendapatkan JKN-KIS. Itu yang ada bantuan 

dari pemerintah setempat. Malah kepala 

desanya minta dibantu untuk wilayah lain, 

karena wilayah di sini sudah bagus. Ini sama 

saja pemerintah cuci tangan karena semua 

dikasih ke mahasiswa, padahal itukan 

tanggung jawab mereka.   

 

Yang di Parung Panjang Kabupaten Bogor, 

kepala desanya keren sekali, kepala desa 

Cibunar, dia perlu diundang ke acaranya kick 

andy. Ini juga bisa mendapat award dari 

Bappenas. Di sana warganya miskin banget, 

tapi kepala desanya punya program bedah 

rumah, jadi kalau kita ke sana seolah-olah 

nggak ada orang miskin. Kalau 14 indikator 

BPS itu lantainya tanah, dindingnya bukan 

tembok, atapnya bukan genteng, tidak punya 

listrik dan tidak punya kakus, itu antara lain 

kategori miskin dalam indikator BPS untuk 
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bisa mendapat kartu JKN-KIS. Tapi di sana 

kita tidak menemukan hal ini, karena kepala 

desanya punya program bedah rumah. Jadi 

dia mengumpulkan dana swasta dari yang 

kaya, kemudian dibantulah warga yang 

miskin yang rumahnya roboh jika terkena 

angin. Tapi kita nggak bisa hanya melihat 

tampilan luar dari sebuah rumah, karena jika 

melihat ke dalam, satu rumah bisa ditempati 

oleh 3 sampai 5 KK yang pekerjaannya juga 

tidak jelas. Kadang serabutan, kadang makan, 

kadang enggak, jadi boro-boro indikator 

miskin makan daging, makan ikan, itu sudah 

nggak terbayang lagi oleh mereka. Lalu yang 

menyedihkan adalah ketika 21 KK ini dibawa 

menghadap kepala seksi bantuan 

perlindungan sosial Kabupaten Bogor hanya 

11 KK yang disetujui. Kenapa? Karena 10 KK 

sisanya di dalam kartu keluarganya 

disebutkan bahwa anaknya bersekolah dan 

mahasiswa, jadi dianggap mampu. Oh my 

god, ada kepala daerah yang begitu, dia lupa 

bahwa seperti tadi dikatakan bu Rahma ada 

program Kartu Indonesia Pintar. Jadi 

terbayang ya, pejabat kita melihat di KK 

masyarakat tercantum anaknya sebagai 

mahasiswa atau pelajar lalu mereka dianggap 

makmur.  

 

Kemudian yang di Jakarta Timur juga lucu 

karena mereka tidak punya peta desa. Jadi 

ketika diminta data orang miskin, mereka 

memberikan 2-3 lembar nama. Bicara 

kebijakan mengenai jaminan sosial, 

perempuan miskin merupakan kelompok 

rentan, apalagi dalam keadaan hamil, maka 

harus didahulukan untuk mendapatkan 

kartu, dan itu sudah berjalan. Tetapi BPJS 

Rawamangun menolak kartu yang diajukan 

mahasiswa atas nama ibu Nurhaeni. 

Alasannya karena sebelumnya kartu JKN-KIS 

bu Nurhaeni merupakan kartu berbayar kelas 

3. Lalu kita sudah menjelaskan, bahwa 

perempuan tersebut ditinggal begitu saja 

oleh suaminya entah kemana sejak 2 tahun 

yang lalu, kemudian dia menikah lagi dengan 

tukang sampah yang gajinya sehari 30 atau 

40 ribu. BPJS Rawamangun nggak mau 

melakukan pemutakhiran data. Lalu 

mahasiswa datang ke BPJS Pancoran, yang 

secara strktur posisinya lebih tinggi. Mereka 

juga menolak alasannya si ibu masih 

menunggak, jadi dia harus melunasi 

pembayaran dulu, baru bisa pindah kelas. Ya 

ampun, jangankan untuk bayar, untuk makan 

besok saja dia masih mikir, sementara dia 

sedang hamil besar, tapi BPJS Pancoran tetap 

nggak mau. Jadi ini istimewanya Jakarta 

Timur.  

 

Sementara kalau di Gang Anda juga sama 

istimewanya. Puskesmas Kramat Jati menolak 

pengajuan pembuatan kartu BPJS jika yang 

membuat bukan orang yang bersangkutan. 

Lalu mahasiswa datang lagi seminggu 

kemudian, dan bertemu petugas lain di 

puskesmas, ternyata dibantu, bisa dapat kartu 

BPJS  di sini. Kok bisa ya di satu kantor, satu 

petugas tidak mau membantu sedang petugas 

lain mau. Ini salahnya dimana, struktur atau 

bagaimana, tapi ini terjadi, dan saya mencatat 

petugas yang baik hati dan mau membantu 

itu. Jadi ini catatan penting bahwa bias gender 

masih melingkupi di semua proses pembuatan 

BPJS. Kemudian perspektif pejabat negara, RT, 

RW, lurah, mereka adalah ujung tombak 
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pelayanan masyarakat di tingkat grass root, 

namun apa yang mereka kerjakan. Tentang 

pemutakhiran data, dalam peraturan menteri 

dalam negeri dan peraturan pemerintah 

disebutkan bahwa pemutakhiran data 

dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan. Dari 6 

kelompok, hasil temuan dari 4 kelompok 

menunjukkan bahwa pemutakhiran data tidak 

terjadi. Jadi orang yang sudah meninggal tetap 

mendapat BPJS, orang yang tiba-tiba jatuh 

miskin tidak di-upgrade datanya. Selain itu 

terjadi juga distorsi, misalnya siapa yang punya 

kewajiban untuk membuat kartu, dan yang 

paling menyedihkan adalah soal sosialisasi. 

Dulu satu orang satu rekening, sekarang sudah 

tidak bisa. Misal saya dan kak Atnike adalah 

kakak beradik dalam satu KK, lalu kak atnike 

sudah membayar, saya belum, ketika kak 

Atnike harus di rawat, dulu hal ini masih bisa, 

tapi sekarang sudah nggak bisa. Jadi sekarang 

satu KK satu rekening, semua harus bayar dulu 

nggak boleh ada tunggakan. Peraturan ini 

dimulai pada pertengahan tahun 2016. Jika 

ada anggota keluarga yang belum bayar, maka 

semua pelayanan kesehatan bagi semua 

keluarga gugur. Jadi ini istimewa sekali ya, 

peraturan berlaku surut, padahal setahu saya 

peraturan yang berlaku surut hanya beberapa 

kebijakan, salah satunya soal terorisme. 

Setahu saya di luar itu tidak berlaku surut, tapi 

BPJS kita bisa. UU ini berlaku surut tanpa 

sosialisasi.  

 

Tapi kita juga mencatat beberapa keberhasilan 

misalnya terkait rumah permanen, ini nggak 

mesti dimiliki orang kaya, bisa misalnya rumah 

tersebut merupakan warisan. PRA dengan 

menggunakan peta desa bisa sangat maksimal. 

Lalu Dinas Sosial Jakarta Timur bisa membuat 

kartu JKN-KIS dengan cepat, nggak sampai satu 

bulan, langsung jadi dalam 2 hari. Di 

Puskesmas Kramat Jati ketika ganti petugas 

maka prosesnya lancar. Lalu Kader PKK juga 

punya jatah dan mau kerja untuk JKN-KIS. Nah 

ini adalah foto mahasiswa yang memberikan 

kartu BPJS kepada masyarakat. Terakhir terima 

kasih atas segala perhatian, saya berharap 

sekali dengan kehadiran bu Rahma di tengah-

tengah kita semoga segala aspirasi tasi bisa 

tersampikan. Wassalamualaikum wr. wb.  

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Terima kasih mbak Yuli. Paparan mbak Yuli 

bisa dibaca di JP92 yang sudah bapak ibu dan 

kawan-kawan terima. Pada sore hari ini 

selain mbak Yuli, penulis JP92 yang juga hadir 

pada diskusi hari ini adalah mbak Rinawati 

Prihatiningsih dari Kajian Gender dan 

tulisannya merupakan hasil tesisnya. Baik 

tadi kita sudah mendengar paparan dari 

mbak Yuli tentang implementasi Kartu 

Indonesia Sehat yang banyak sekali 

catatannya dan ternyata ada banyak 

persoalan. Ini masih di tiga wilayah, Jakarta 

Depok, Bogor, bagaimana dengan wilayah-

wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan? 

Nah, kita akan mendengar paparan dari 

mbak Atnike tentang bagaimana feminisme 

melihat kebijakan publik dan bagaimana 

kemudian persoalan-persoalan yang tadi 

banyak muncul akan coba dibaca dengan 

perspektif feminis. Silakan mbak Atnike.  
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Atnike Sigiro, Forum Asia 
 

Terima kasih mbak Anita Dhewy. Selamat 

Hari Perempuan Internasional untuk kita 

semua. Terima kasih kepada Jurnal 

Perempuan yang tidak bosan mengajak saya 

dan teman-teman semua untuk menyatukan 

semangat dan pikiran. Saya pikir keberadaan 

Jurnal Perempuan sampai hari ini telah 

membantu kita mengartikulasikan secara 

lebih terstruktur, lebih logis, apa-apa yang 

menjadi semangat, nilai, passion yang kita 

memiliki khususnya dalam persoalan dan 

keadilan gender. Sebelumnya saya minta 

maaf kepada Jurnal Perempuan, karena 

seharusnya presentasi ini menjadi salah satu 

makalah dalam jurnal ini, tapi karena satu 

dan lain hal, sebagai perempuan 

kompartemennya banyak, jadi saya nggak 

bisa mewujudkan itu. Jadi mudah-mudahan 

ini dapat saya perbaiki menjadi makalah 

yang bisa digunakan ke depan. Saya sengaja 

meminta presentasi terakhir dari kedua 

narasumber, karena saya melihat presentasi 

saya lebih banyak merupakan abstraksi dari 

kenyataan-kenyatan empirik yang tadi 

diceritakan oleh kedua narasumber 

sebelumnya. Meskipun saya menyiapkan 

slide, saya harap teman-teman tidak 

berkonsentrasi pada slide tersebut karena 

slide ini hanya membantu saya dan 

formatnya sangat membosankan mengingat 

ini sudah jam tujuh malam dan kita sudah 

lelah membicarakan hal-hal yang penting 

sehubungan dengan perayaaan Hari 

Perempuan Internasional pada hari ini. Saya 

memulai dengan membicarakan politik 

kesejahteraan, karena menurut saya 

kebijakan publik adalah upaya untuk 

memenangkan politik kesejahteraan yang 
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diinginkan tentunya oleh semua pihak, dan 

dalam hal ini kita mencoba melihat dalam 

kacamata perempuan ataupun feminisme. 

Dari tadi mbak Yuli dan ibu rahma sudah 

membicarakan program-program, contoh 

kebijakan publik yang bertujuan lebih 

banyak soal kesejahteraan, kita tidak 

berbicara dengan gender identity, tapi lebih 

banyak berbicara tentang politik 

kesejahteraan dan dalam feminisme hal itu 

tidak bisa dilepaskan dengan identitas 

gender, apakah sebagai perempuan, sebagai 

LGBT maupun dalam hubungan sosial 

lainnya.  

 

Tentu kita, untuk itu saya mau mulai dengan 

bertanya, mengapa Indonesia memilih 

bentuk-bentuk kebijakan publik yang 

diceritakan tadi. Misalnya mengapa kita 

memilih BPJS atau bentuk asuransi lainnya 

sebagai bentuk kebijakan publik atau sosial 

di bidang kesehatan. Kenapa kita tidak 

mencontoh Inggris yang asuransi 

kesehatannya melekat dalam setiap warga? 

Kenapa kita memilih ini? Lalu di Indonesia 

kenapa kita memiliki kereta Jabodetabek 

yang memiliki gerbong khusus perempuan, 

sedangkan di negara lain tidak ada gerbong 

khusus perempuan di kereta atau bus. 

Mengapa program keluarga harapan yang 

sekarang berubah menjadi Kartu Indonesia 

Sejahtera target utamanya diberikan pada 

perempuan? mengapa Kartu Indonesia 

Sejahtera membutuhkan kriteria seperti 

misalnya keluarga yang memiliki anak, 

keluarga yang memiliki anak sekolah, ibu 

yang sudah hamil, dll. Yang tadi sudah 

dijelaskan oleh mbak Yuli, indikator-

indikator tersebut ketika dipraktikkan di 

lapangan, tidak bisa menjawab kebutuhan 

orang-orang yang membutuhkan jaminan 

sosial.  

  

Yang ini agak teoretis, saya ingin 

menjelaskan bahwa bagaimanapun 

Indonesia masih berutang kepada pemikir-

pemikir mengenai kesejahteraan, politik 

kesejahteraan, maupun kebijakan sosial 

karena kenyataannya Indonesia dari zaman 

Soekarno sampai sekarang tidak punya 

politik kesejahteraan yang cukup fix, tidak 

jelas apa yang diinginkan untuk dirinya. 

Maka kita lihat antara pemerintahan yang 

satu dengan yang lain ada 

ketidaksinambungan. Kadang-kadang 

ketidaksinambungannya kalau cuma 

penggantian nama, it’s ok. Tapi misalnya 

kemudian ada perubahan perspektif. Yang 

menarik ketika zaman Gus Dur, ia pernah 

membubarkan Departemen Sosial dan hal 

itu menimbulkan kegelisahan dan menjadi 

salah satu pemicu kejatuhan Gus Dur, 

menambah panas situasi pada saat itu. Tapi 

sebetulnya kalau kita mau jujur pada saat 

sidang DPR/MPR dia bertanya kepada 

anggota DPR, “Sebetulnya anda melarang 

saya membubarkan Depsos karena apa? Apa 

memang kalian punya pandangan khusus 

mengenai politik kesejahteraan yang kita 

mau?” DPR tidak ada yang bisa menjawab, 

itulah saat ketika Gus Dur meledek bahwa 

DPR adalah taman kanak-kanak, karena 

sidang itu adalah persis mempertanyakan 

mengapa Gus Dur membubarkan Depsos.  
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Jadi memang tidak ada politik kesejahteraan 

yang jelas. Nah ini ada teori yang banyak 

digunakan, Anderson, ini juga digunakan 

untuk menjelaskan bagaimana negara-

negara membangun struktur politik 

kesejahteraannya. Yang pertama, mobilisasi 

kelas, kalau kita melihat Indonesia, selain 

kondisi geografinya, yang ini juga tantangan, 

tidak pernah ada mobilisasi politik untuk 

soal kesejahteraan. Dari Aceh sampai Papua 

belum ada kampanye bersama bahwa kita 

mau asuransi kesehatan gratis untuk semua, 

pemerintah yang berani melakukan itu akan 

kita pilih, nah itu belum ada, karena 

memang tidak ada mobilisasi kelas. Kelas 

buruh punya mobilisasi kelas, kalau May Day 

misalnya kita lihat buruh mengadakan aksi 

yang sangat besar tetapi aspirasi atau 

tuntutannya normatif, misalnya upah 

minimun, yang semuanya ditujukan kepada 

perusahaan, tidak ada yang ditodongkan 

pada negara. Paling banter dia minta negara 

menerapkan upah minimun yang lebih tinggi 

dan mendesak pengusaha, paling pada level 

itu, tapi dia tidak berpikir misalnya tentang 

keluarga lain, yang bukan buruh misalnya. 

 

Pada sebuah lokakarya tentang BPJS, mohon 

maaf ya untuk aktivis buruh, mereka 

menolak memikirkan sektor informal yang 

tidak memilki income yang pasti dalam 

hitung-hitungan pembayaran premi BPJS. 

Apalagi kalau bicara dengan pengusaha. 

Pengusaha akan bilang mengapa saya harus 

menyumbang premi kepada orang yang 

tidak bekerja kepada saya. Ada prinsip 

asuransi sosial, prinsipnya adalah solidaritas, 

dimana orang saling berkontribusi dan 

berdoa agar dia tidak sakit sehingga 

kontribusi dia bisa dialihkan kepada yang 

sakit, dengan harapan sebuah negara 

sebagian warganya sehat. Mobilisasi ini 

nggak ada di Indonesia. Yang kedua koalisi 

politik kelas, ini yang tadi saya bilang.  

 

Misalnya antara buruh dan sektor informal 

tidak ada koalisi, antara politik perempuan 

dengan politik buruh atau kaum miskin kota 

tidak ada koalisi, semua berjalan secara 

sektoral. Itu bisa kita lihat misalnya sekarang 

ini ya, soal pilkada misalnya, antara kelas 

menengah dengan kaum miskin kota itu 

nggak ketemu kepentingannya. Jangankan 

soal penggusuran atau banjir, soal ekosistem 

saja, soal bahwa membeton sungai itu tidak 

memecahkan masalah banjir tapi justru 

membuat air mengalir lebih cepat, itu saja 

nggak ketemu. Yang ketiga, soal politik 

institusionalisasi politik kesejahteraan dari 

zaman Soekarno sampai dengan sekarang 

itu terputus-putus, tetapi kita juga tidak bisa 

membangun yang baru. Jadi misalnya begini, 

Soeharto itu, saya nggak suka politik 

kesejahteraannya, tapi karena 

pemerintahannya otoriter dia bisa menjaga 

kelas yang bisa mendapatkan jaminan sosial, 

yaitu pegawai negeri dan ABRI. Karenanya di 

zaman orde baru, mungkin bu Rahma lebih 

tahu, jumlah pegawai negeri dan ABRI di 

zaman orde baru dibandingkan sekarang 

jauh lebih banyak.  

 

Tujuan memberikan jaminan sosial pada 

masa itu bukan untuk menyejahterakan tapi 

bagian dari kontrol dan dukungan politik. 

Nah sekarang nggak bisa seperti itu, 
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pemerintah sudah nggak sanggup lagi 

melaksanakan model seperti itu. Selain 

karena fiskal, demokrasi juga sudah 

sedemikian terbuka, nggak bisa lagi 

menentukan dukungan politik dengan cara 

itu, ya semacam money politics. Tapi di 

tingkat lokal saya melihat itu coba dilakukan, 

misalnya dengan memberikan program-

program yang sifatnya insentif, bantuan 

langsung tunai, kartu-kartu tapi tidak 

melihat itu sebagai politik kesejahteraan. 

Misalnya dalam PNPM Mandiri yang 

sekarang berubah menjadi Dana Desa, sekali 

lagi namanya berubah namun isinya sama, 

misalnya kalau di tingkat lokal terlihat 

bagaimana politik patronase digunakan, di 

tingkat daerah misalnya petugas lokal 

memiliki hubungan atau kedekatan dengan 

pemimpin daerah, jadi kalau yang berkuasa 

partai A, maka petugas PNPM atau petugas 

Dana Desanya merupakan orang-orang 

partai tersebut atau orang ormas (organisasi 

masyarakat) tersebut. Nah inilah yang 

diwariskan sehingga politik kesejahteraan 

kita sifatnya pertama tidak sustainable, yang 

kedua tidak berhubungan dengan politik 

ekonomi yang lebih besar jadi politik 

kesejahteraan kita sifatnya masih 

menyembuhkan penyakit. Sementara kalau 

di negara-negara yang lebih maju, antara 

asuransi kesehatan dengan proyeksi 

pendidikan yang dibangun sudah nyambung 

satu sama lain.  

 

Kalau kita bicara mengenai aspirasi politik 

kesejahteraan, kita bisa lihat apakah partai-

partai yang ada memang membawa aspirasi 

tentang politik kesejahteraan atau hanya 

semata-mata untuk membangun populisme 

saat pemilu, kalau saya lihat lebih pada yang 

kedua. Kalau bicara perempuan, apakah 

partai politik membawa aspirasi politik 

kesejahteraan yang merupakan kepentingan 

perempuan, saya rasa secara umum 

jawabannya tidak. Sehingga kebijakan publik 

yang dihasilkan tentu tidak berpikir tentang 

politik kesejahteraan apalagi politik 

kesejahteraan menurut perspektif 

perempuan. Sekarang saya masuk ke dalam 

kebijakan publik. Jadi kebijakan publik jika 

dijelaskan secara singkat adalah upaya 

negara untuk mengintervensi ruang yang 

disebut publik.  

 

Jadi di dalam teori mengenai politik ataupun 

ekonomi ada yang namanya ruang privat 

dan ruang publik, misalnya jalan raya itu 

ruang publik karena dipakai oleh banyak 

orang, tapi kalau rumah saya itu privat, tidak 

boleh ada orang masuk tanpa seizin saya. 

Jadi kebijakan publik adalah ruang dimana 

negara ikut campur, ikut campur ini ada 

beberapa macam ya, ada ikut campur 

membuat regulasi, ada yang memberikan 

sumber daya, ada yang bukan hanya 

membuat regulasi, tapi memberi anggaran 

dan melaksanakan. Misalnya BUMN, ia 

bukan hanya membuat regulasi tapi juga 

motor yang menyerap tenaga kerja, jadi 

betul-betul menyeluruh. Nah, persoalannya 

yang disebut publik seringkali, kalau kita 

berbicara feminisme, publik itu male 

domination atau perspektif yang diwakili 

kebanyakan laki-laki.  
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Perempuan di situ sebagaimana tadi bu 

Rahma memaparkan, dari segi profesi saja, 

perempuan berada di profesi privat, atau 

admin, pekerjaan yang halus, dianggap 

pekerjaan di ruang privat, sementara yang 

publik lebih banyak didominasi laki-laki. 

 

Sebetulnya negara ketika mengintervensi 

perannya seperti apa? Nah yang pertama itu 

yang sangat liberal. Negara hanya sebagai 

regulator, negara nggak bisa ikut campur, 

dia memastikan semua pihak senang, semua 

pihak mampu memenuhi kebutuhannya. Ini 

yang klasik-liberal, model Adam Smith. Jadi 

contoh yang paling populer adalah Amerika, 

yang dipastikan adalah tidak ada 

diskriminasi, berdasarkan warna kulitnya 

tidak boleh didiskriminasi di dalam 

pekerjaan. Tapi mereka harus berjuang, jadi 

mohon maaf, kalau kamu nggak punya skill, 

kamu bodoh kamu nggak dapat pekerjaan, 

ya itu risiko kamu.  Atau kalau kamu malas 

itu salahmu. Tapi negara memastikan kamu 

tidak didiskriminasi karena warna kulitmu, 

identitas gendermu, itu negara sebagai 

regulator.  

 

Yang kedua ada peran negara dalam 

kebijakan publik yang dimaksudkan untuk 

mengatasi masalah. Jadi misalnya di Jakarta 

yang disebut kepentingan publik adalah 

ketika banjir, karena banjir merugikan 

semua orang, maka dimana penyebabnya? 

Yang dianggap menjadi penyebab banjir 

adalah orang-orang yang tinggal di pinggir 

sungai, karena mereka dianggap masalah, 

maka negara mengintervensi, sebagai harm, 

sebagai masalah, orang-orang yang 

mengganggu kepentingan publik harus 

menyingkir karena mengganggu 

kepentingan publik, yang disebut greater 

good, ada kepentingan yang lebih besar, ada 

berapa juta orang Jakarta yang rugi karena 

mereka tinggal di pinggir sungai. Yang ketiga 

pendekatan Keynesian, negara sebagai 

fasilitator antara publik-privat asumsinya 

negara harus hadir, tidak semuanya bisa 

diserahkan kepada pasar, jadi disebutkan 

pemimpin harus punya tone, pemimpin 

mewakili negara, dia harus punya 

pandangan, kalau dia nggak punya visi 

mengenai apa yang akan dilakukan untuk 

politik kesejahteraan maka negaranya akan 

lemah, kebijakan publiknya lemah, proyeksi 

tentang politik kesejahteraannya tentu 

lemah. Ini banyak dikenal dengan teori-teori 

Keynesian.  

 

Saya masuk ke kritik feminis terhadap 

pemisahan publik dan privat. Tadi saya 

sudah jelaskan bahwa ruang publik selalu 

didefinisikan pada umumnya oleh laki-laki. 

Tetapi apa kritik yang diberikan kaum 

feminis. Yang pertama pemisahan ruang 

publik dan privat karena tidak ditentukan 

oleh perempuan maka ia memiliki bias kelas 

dan patriarkis. Misalnya anggapan bahwa 

peran domestik tidak memiliki kontribusi 

bagi publik, jadi ibu-ibu yang bekerja di 

rumah, atau peran pendidikan, pengasuhan 

tidak dianggap berkontribusi bagi 

perekonomian nasional. Tentu ini sudah 

ditinggalkan oleh negara-negara bahkan 

paling liberal atau konservatif sekalipun, 

mereka sudah mengakui bahwa kualitas 

pendidikan di dalam keluarga akan 
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menentukan kualitas sumber daya manusia. 

Hal ini masih terjadi di tingkat empirik 

karena tidak adanya penghargaan terhadap 

peran-peran domestik.  

 

Kedua, feminis melihat bahwa pemisahan 

publik-privat tidak tepat, tidak bersifat fix. 

Misalnya hak reproduksi, hak untuk memilih 

punya anak atau tidak itu kan privat, tapi di 

zaman orde baru itu kan terjadi pemaksaan, 

jadi sudah berubah pandangannya, 

meskipun ini agak paradoks, di satu sisi 

tubuh perempuan dianggap suci nggak 

boleh dibuka-buka. Ini merupakan contoh 

bahwa yang publik dan yang privat bisa 

berubah-ubah.  

 

Dulu politik anggaran tidak mengenal politik 

anggaran berkeadilan gender, tapi sekarang 

dianggap bahwa politik anggaran harus 

memerhatikan peran serta perempuan dan 

partisipasi masyarakat. Kalau sekarang Dana 

Desa harus dihadiri masyarakat dan 

stakeholder dan mewakili perempuan 

difabel dll, saya nggak tahu komposisinya 

seperti apa. Tapi yang publik dan privat 

sekarang semakin bergeser. Semakin ke sini 

banyak yang privat sudah tidak bisa lagi 

sebut dengan privat. Meskipun dalam 

contoh yang tadi, malah menurut saya hak 

atas tubuh diintervensi oleh publik, padahal 

menurut saya itu nggak boleh diambil alih. 

Tapi memang ada hal-hal yang bisa diambil 

alih oleh politik kesejahteraan, misalnya 

begini, wabah penyakit, mau tidak mau 

pemerintah harus melakukan upaya-upaya 

vaksin, penyemprotan dan sebagainya. Tapi 

mengenai apa yang boleh diintervensi atau 

tidak seringkali melupakan perempuan, jadi 

pemisahan antara publik dan privat harus 

selalu, dalam perspektif feminis, dia tidak 

bisa diterima begitu saja, dia harus selalu 

dikontestasi.  

 

Jadi dalam format politik, perempuan 

sebetulnya punya dua ruang dalam politik 

kesejahteraan. Yang pertama politik formal 

dan yang kedua politik informal. Nah, politik 

formal adalah agenda politik kesejahteraan 

perempuan menargetkan atau berangkat 

dari ruang-ruang formal institusi negara. 

Misalnya bagaimana kita menargetkan 

anggaran, atau bagaimana kita menargetkan 

representasi perempuan di parlemen 

maupun eksekutif, bagaimana kita 

menargetkan kebijakan-kebijakan yang 

berperspektif perempuan.  

 

Di Indonesia ini sudah ada hasilnya, kita 

punya politik kuota 30%, anggaran berbasis 

keadilan gender, kita punya UU PKDRT, dulu 

KDRT ruang privat ya, tapi semenjak ada UU, 

maka KDRT telah menjadi ruang publik. 

Kedua, politik informal, ini menurut saya 

justru mendukung keberadaan politik 

formal, yang dilakukan Jurnal Perempuan, 

women’s march, yang dilakukan teman-

teman aktivis, buruh migran, advokasi 

kekerasan, ekonomi dan lain sebagainya, itu 

adalah informal politics yang mendukung 

politik formal. Misalnya sudah ada politik 

anggaran tadi, tapi belum tentu sampai ke 

bawah atau berjalan sesuai yang telah 

direncanakan. BPJS, Kartu Indonesia Sehat, 

Kartu Indonesia Sejahtera dan sebagainya, di 

tingkat kebijakan kelihatannya oke, begitu di 
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bawah, banyak sekali kendalanya. Politik 

informal untuk mengontrol politik formal, 

maka jika ada UU, politik perempuan tidak 

bisa menerima begitu saja bahwa kebijakan 

itu akan dengan sendirinya berjalan dengan 

baik.  

 

Jadi untuk menutup supaya tidak terlalu 

lama, ini beberapa contohnya politik formal 

dan informal. Contohnya gerakan menolak 

hukuman mati itu politik informal tetapi dia 

akan membentuk apa yang terjadi pada 

perubahan UU, pada suatu saat. Lalu 

gerakan menolak pabrik semen, itu politik 

informal tapi dia akan menentukan nanti 

misalnya ketika pemerintah membuat 

kebijakan pembangunan tidak bisa serta 

merta tidak melakukan consent atau 

persetujuan dengan komunitas. Maka 

menurut saya, perempuan dalam politik 

kesejahteraan adalah upaya untuk 

mewujudkan hak atau status dalam 

kewarganegaraan dalam kebijakan publik. 

Jadi kebijakan publik yang berperspektif 

perempuan adalah pengakuan atas status 

perempuan sebagai warga negara tetapi 

juga mengakui keberbedaan perempuan. 

Jadi perempuan tetap memiliki kondisi sosial 

yang berbeda, bukan hanya dalam peran 

seks atau sosialnya, tetapi juga dalam level 

kultural pasti ada perbedaan dan keunikan 

yang harus bisa dikenali oleh pembuat 

kebijakan publik. Kedua, kebijakan publik 

harus mengakui equality, jadi dalam 

feminisme selalu ada dilema dalam 

mengakui keberbedaan dan equality. 

Perempuan harus setara tetapi tetap diakui 

keberbedaannya. Jadi saya ingin menutup di 

situ, sekali lagi selamat hari perempuan.  

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Baik, terima kasih. Sudah lengkap ya 

paparan diskusi kita pada sore hingga malam 

hari ini. Karena waktu yang terbatas, saya 

akan membuka sesi diskusi satu termin 

dengan 3 penanya. Ya oke, di depan paling 

belakang, sebelah kiri, dan mbak yang pakai 

kacamata di samping kanan saya. Mohon 

sebutkan nama dan dari mana dan mohon 

pertanyaannya singkat.  
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Penanya 1 

Nama saya Nurul dari UNJ, terima kasih atas 

paparan dari ketiga ibu di depan. Hari ini 

saya merasa panas karena diri saya sebagai 

perempuan dan teman-teman saya sebagai 

perempuan, pertanyaan saya seputar 

perempuan muda kelas menengah, yang 

kami belum memiliki kemampuan untuk 

membuat kebijakan seperti yang 

dipaparkan, lalu apa yang bisa kami 

lakukan? Kemudian negara ini juga banyak 

pagi kurang malamnya, banyak ngaji kurang 

perenungannya. Jadi bagaimana sih 

perenungna buat kami yang dikatakan muda 

yang katanya harus berjuang tanpa lupa 

bersenang-senang, memperjuangkan hak 

perempuan tapi kami juga senang ada di 

lingkungan tersebut? Lalu kesetaraan 

gender ini bagi saya pribadi masih terlalu 

tinggi untuk sampai bicara lebih ke depan. 

Lalu tolok ukur Indonesia bisa dikatakan 

setara gendernya itu apa sih? Apakah kalau 

sudah ada 50:50 perempuan di parlemen itu 

sudah dikatakan setara atau perempuan bisa 

jadi presiden lagi kemudian bisa dikatakan 

setara. Lalu ketika kami menemukan kasus 

bias gender, kami tahu itu ada bias gender, 

tapi kami tidak tahu kemana kami harus 

mengadu, jadi kemana kami bisa mengadu? 

Terima kasih.  

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Baik terima kasih, yang di tengah.  
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Penanya 2 

Saya Elizabeth alumni Fakultas Ilmu Budaya 

UI. Pertanyaan saya untuk ibu Rahma, 

apakah selama ini ada kebijakan publik 

khususnya untuk perempuan yang sudah 

mempertimbangkan kultur dari masing-

masing budaya di Indonesia, kalau ada bisa 

diberikan contoh, kalau belum ada 

mengapa? Kemudian saya ingin memberikan 

contoh terkait kebijakan publik yang ada di 

Indonesia. Secara pribadi menurut saya 

kebijakan publik khususnya BPJS terlalu 

ribet, saya pribadi belum membuat BPJS 

karena mendengar dari sana sini BPJS terlalu 

ribet, juga sistemnya. Saya orang Jakarta, 

tapi tinggal di Depok. Kasus di Sukamaju, 

Pancoran Mas, dan Bojong Lio itu berbeda 

jauh, mungkin karena di Bojong Lio kader 

PKK di sana seperti yang sudah dipaparkan 

sangat aktif, tapi di Pancoran Mas bebeda 

jauh. Menurut saya ini karena women 

empowerment yang nggak ada, 

pemberdayaannya dan mungkin balik lagi 

sistemnya yang terlalu ribet. Yang terakhir 

lagi, sorry, paparan dari mbak Atnike saya 

setuju, mungkin saya ingin challenge saja 

kebijakan tentang gerbong perempuan, di 

satu sisi itu diadakan supaya perempuan 

bisa bebas dan nyaman, berbeda dengan 

gerbong yang campur. Tapi bukankah itu 

memperkokoh opini bahwa perempuan 

harus dilindungi, perempuan lemah 

sehingga harus ada gerbang khusus 

perempuan? Jadi kembali lagi, kebijakan 

publik ini, saya akui saya memakai gerbong 

perempuan karena lebih nyaman, tapi balik 

lagi challange pikiran kita masing-masing, 

bahwa perempuan adalah entitas yang 

harus dilindungi sehingga ada gerbong 

khusus perempuan. Terima kasih. 
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Penanya 3 

Assalamualaikum, nama saya Diah Arumsari, 

Himpunan Mahasiswa Indonesia, asal 

kampus Universitas Negeri Jakarta. Sebelum 

saya bertanya, saya ingin menyampaikan 

salam khusus, berjumpa lagi kita di sini, 

mbak Yulianti seorang pegiat yang selalu 

mengingatkan kita untuk memerhatikan 

kespro perempuan. Saya ingin bertanya 

mengenai apa yang telah disampaikan oleh 

narasumber tadi, mengenai bahwa tidak ada 

UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang 

memiliki hambatan struktural justru 

hambatannya adalah kultural, karena 

perempuan berada dalam narasi patriarki. 

Padahal itu merupakan empowerment dan 

development dalam kinerja, kompetensi. Ini 

seperti perjuangan tanpa tanda titik, 

dianggap perempuan menciptakan 

hambatannya sendiri, misalnya ada 

rekrutmen dan terus diterima tetapi karena 

sebuah sistem di dalam keluarga dan negara 

yang tidak mengenali beban ganda 

perempuan maka perempuan berpikir dua 

kali untuk menerima jabatan tersebut. Di 

eselon III saja, seperti leher botol, di eselon 

II mungkin masih banyak perempuan, tapi di 

eselon III dan IV itu sedikit sekali. Apa dan 

bagaimana untuk mengatasi risiko krusial 

perempuan dalam birokrasi maupun 

institusi pemerintah di Indonesia? Demikian 

saya kembalikan. Terima kasih. 

Wassalamualaikum.  

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Baik terima kasih, saya persilakan masing-

masing pembicara untuk memberikan 

tanggapan. Silakan.  
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Rahma Iryanti: 

Terima kasih, secara umum saya akan 

menjawab pertanyaan satu, dua dan tiga. 

Soal ketimpangan gender, jadi tadi di slide 

saya, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) itu 

ada beberapa indikatornya, AKI, angka 

kelahiran pada usia remaja, proporsi 

perempuan di parlemen, proporsi 

pendidikan perempuan, dan angka 

partisipasi perempun di pasar kerja. Nah 5 

indikator inilah yang memengaruhi indeks 

ketimpangan gender. Ini saya ingin 

memperjelas. Jadi dari indeks ketimpangan 

gender ini, Indonesia masih kelihatan cukup 

tinggi diantara negara-negara lain. 

Bagaimana kita mengurangi angka kematian 

ibu. Nah ini ada beberapa program, 

memberikan kesehatan yang cukup saat dia 

hamil dsb. Ini salah satu bentuk perhatian 

kita. Angka kelahiran di usia remaja bisa 

dikurangi. Proporsi perempuan di parlemen, 

mengapa kita memerlukan banyak 

perempuan, misalnya di Kanada di setiap 

kantor itu hampir semua perempuan, jadi 

memang di negara kita belum seperti itu. 

Mengapa kita ingin banyak pemimpin-

pemimpin perempuan? Karena kita ingin 

aspirasi yang ada di diri perempuan bisa 

disuarakan. Indonesia menargetkan 30% 

perempuan ada di parlemen, tapi 

tampaknya dari data yang saya sampaikan 

tadi representasi perempuan kurang dari 

20%. Ini kemudian kita dorong, kita fasilitasi, 

kita berikan capacity building, ruang, 

kesempatan dan akses bagi perempuan. 

Indonesia punya program keluarga harapan, 

jadi diberikan bantuan cash transfer jika 

syaratnya terpenuhi seperti katakanlah, 

pertama, di dalam keluarga punya ibu hamil 

dan memiliki anak di bawah usia 12 tahun 

dan harus di bawa ke puskesmas untuk 

imunisasi. Ini juga upaya untuk mengurangi 

angka kematian dan sebagainya. Kemudian 

kalau di rumah tangga itu ada anak usia 

sekolah, disyaratkan harus pergi sekolah. 

Kemudian pemerintah memberikan transfer 

uangnya kepada ibu rumah tangga, dipilih 

ibunya karena kita tahu di perdesaan tingkat 

konsumsi rokok adalah nomor 2 setelah 

beras. Jadi kalau diberikan kepada laki-laki 

maka nanti justru dibelikan rokok, sehingga 

tujuan untuk menyejahterakan tidak bisa 

dicapai. Kemudian kedua, tentang hak-hak 

perempuan dan tentang kultur. Beberapa 

program pemerintah memang sudah ada, 

seperti misalnya komunitas adat terpencil di 

lokasi-lokasi terutama di wilayah Indonesia 

Timur, Kalimantan dan sebagainya, 

pemerintah memberikan program-program 

khusus untuk pemberdayaan meskipun tidak 

signifikan programnya karena dana kita 

terbatas. Kita juga ingin membangun 

infrastruktur yang dapat memberikan layer 

effect dan membuat lapangan pekerjaan 

namun bantuan sosial kita juga sudah cukup 

banyak. Bapak ibu kalau boleh saya sharing 

program bantuan sosial dari pemerintah 

untuk tahun 2017 ini dananya 100 triliun 

dari subsidi energi, listrik, tabung gas melon. 

Bagaimana kemudian subsidi itu diterima 

oleh yang tepat sasaran. Paling tidak 

pemerintah terus-menerus memperbaiki 

data, siapa yang berhak menerima, namanya 

basis data terpadu yang selalu di-update, 

dimutakhirkan. Kalau di tingkat internasional 

memang betul kebijakannya clear, tapi ini 
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kemudian di tingkat daerah pelaksanaannya 

tidak sebagus perencanaannya. Ini bisa 

terjadi, sehingga pemerintah pusat sekarang 

ingin melakukan pengendalian, ini penting. 

Dulu bappenas memegang fungsi 

pengendalian, namun setelah reformasi 

fungsi ini hilang, tapi sekarang kita coba 

untuk melakukannya kembali. Karena 

sekarang bappenas di bawah presiden 

langsung, jadi presiden, sekneg, bappenas 

dan ada kementerian-kementerian. Kita juga 

akan melakukan pengendalian pelaksanaan, 

ini sangat penting. Namun sekali lagi yang 

ingin saya sampaikan adalah bahwa 

pemerintah berusaha untuk terus-menerus 

berusaha memperbaiki seluruh penajaman 

bantuan-bantuan sosial, ini perlu waktu, 

manakala kita perlu berkomunikasi ke 

pemerintah daerah, melakukan peningkatan 

kapasitas ke pemerintah daerah. Tadi 

disebutkan bahwa pelayanan pemerintah 

daerah kita masih buruk. Kita sudah ada 

peraturan pemerintah tentang pemerintah 

daerah dan implementasinya pada tahun 

2017. Jadi sepertinya ini masih panjang dan 

butuh kerja keras. Yang terpenting adalah 

kita terus memperbaiki data. Karena seperti 

apa yang telah dicita-citakan bapak presiden 

ita, one person one policy, satu orang satu 

kebijakan.  

 

Kemudian soal BPJS ribet, ya saya mengerti. 

Kita punya UU SJSM itukan tahun 2004. 

Sudah 13 tahun, tapi ini belum bergerak. 

Baru tahun 2012 kita mempunyai UU BPJS, 

lembaga yang akan mengatur SJSM itu. 

Tahun 2012 baru dibuat UU BPJS, 2014 per 1 

januari baru dilakukan pengalihan dari PT 

ASKES ke BPJS Kesehatan. Ini bisa dibilang 

baru seumur jagung ya. Bandingkan dengan 

negara-negara maju, wellfare state 

misalnya. Memang ini butuh waktu yang 

cukup panjang, tapi kalau saya karena 

niatnya ke sana semoga tetap optimis, 

pemerintah terus memperbaiki. Walau 

masih ada bolongnya dan tantangan-

tantangannya. Tentu perlu ada kontrol 

bukan hanya dari kita pemerintah, itulah 

pentingnya ada kolaborasi antara 

pemerintah dengan nonpemerintah. Pihak 

swasta, bukan hanya dengan CSR atau 

filantropi, tapi juga dari sistem pengawasan 

dan sebagainya, untuk itu kita selalu 

mengajak teman-teman untuk selalu 

membuat semacam integrasi program. SDGs 

ada 17 tujuan, nanti kita kerja bareng 

dengan pihak nonpemerintah. Kita akan 

perbaiki pola-pola kerjasama, agar tidak ada 

ego sektoral.  

 

Ketiga, terkait rektrutmen. Seperti yang saya 

ceritakan tadi, prinsipnya begini, ketika UU 

ASN meminta ada satu kompetensi yang ini 

dikendalikan oleh kementerian masing-

masing, nah mungkin koordinatornya di 

kementerian Menpan. Kalau sudah ikut tes 

tidak ada perbedaan laki-laki perempuan 

dan sebagainya, tapi kalau dia kompeten dia 

akan diterima. Kemudian ada tahapan tes 

yang dilakukan oleh masing-masing 

kementerian, jadi itu tahapannya. Contoh di 

bappenas kita tidak membedakan, bappenas 

melakukan rekrutmen dari 200 orang yang 

mendaftar dan 70% diterima di tahap awal. 

Dari 70% itu 90%nya adalah wanita. Pintar-

pintar sekali wanita-wanita Indonesia ini. 
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Kemudian ketika diambil 30 orang, kalau kita 

ikuti sebenarnya 30 orang wanita itu 

diterima, tetapi memang ada bagian yang 

butuh tenaga laki-laki sehingga akhirnya 

tidak semua perempuan. Artinya yang ingin 

saya sampaikan, bahwa pola rekrutmen 

seperti itu mirip leher botol ya. Dengan 

adanya UU ASN, untuk eselon II dan eselon I 

juga memakai proses bidding. Ketika 

melakukan proses bidding, akan lebih 

banyak lagi angkatan laki-laki maupun 

angkatan perempuan yang pantas 

menduduki jabatan tadi, eselon I atau 

eselon II. Ini sekadar sharing saja, dan 

memang betul seperti leher botol ya, eselon 

III memang banyak perempuan dan kita 

usahakan juga untuk eselon II dan I. Jadi 

jangan khawatir kita sudah ada UU ASN yang 

katakanlah akan mengawasi kinerja dan 

pola-pola rekrutmen untuk jabatan-jabatan 

tertentu. Itu saja yang ingin saya share, 

terima kasih.   

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Terima kasih bu Rahma. Selamat datang pak 

Fasli Jalal, terima kasih sudah hadir di 

tengah-tengah kita hari ini. Selanjutnya 

silakan mbak Yuli.  

 

Yulianti Muthmainnah: 

Terima kasih untuk pertanyaan yang telah 

disampaikan untuk kami. Saya pertama ingin 

mulai dari mbak Nurul sebagai anak muda 

bertanya apa yang harus kita lakukan. Mulai 

dari hal-hal di sekitar kita mbak, kampanye 

anti kekerasan terhadap perempuan 

misalnya. Biar mereka tahu bahwa kita 

punya 15 bentuk kekerasan seksual, bentuk-

bentuknya apa saja, nanti disebutkan. 

Apakah di suit-suit termasuk juga kekerasan 

seksual, ini nggak boleh suit-suit tubuh 

perempuan. Sebagai anak muda apa sih 

perlindungan yang didapat dari negara, jadi 

kita punya UU Kesehatan, di dalamnya 

mengatur soal kesehatan reproduksi remaja, 

jadi bisa melakukan tes IVA atau papsmear 

ketika mengalami persoalan terhadap 

reproduksinya, jadi itu bisa dilakukan, kalau 

yang sebelumnya kan nggak boleh karena 

ada keharusan sudah menikah. Tapi 

sekarang boleh dengan alasan indikasi 

kesehatan bisa dilakukan. Kedua, harus 

mulai menolak perkawinan anak, meskipun 

kita gagal di judicial review di mahkamah 

konstitusi. Kalau teman-teman mengikuti 

sidang di Mahkamah Konstitusi, itu 

sebenarnya bukan sidang konstitusi tapi 

sidang agama, karena semua ayat-ayat 

dikeluarkan, dalil-dalil agama dan tafsir 

masuk di dalam persidangan, konstitusinya 

jadi hilang, hanya satu hakim ibu Maria 

Farida yang memilih berbeda dan 

perspektifnya baik. Jadi kita mulai menolak 

soal perkawinan anak, kalau umur kita 

belum 20 tahun jangan mau menikah dan 

perempuan punya hak untuk menolak 

pernikahan. Hal ini dicontohkan oleh nabi, 

jadi keluar soal tafsirnya. Jadi perempuan 

berhak menolak, membatalkan, ngambek itu 

boleh sama nabi, jadi lawan saja kalau mau 

dijodohkan.  

  

Kemudian akses terhadap pendidikan, tadi 

kita punya program Bidik Misi, Kartu 

Indonesia Pintar jadi jangan khawatir kalau 

miskin nggak bisa sekolah, tetap bisa, maka 
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program-program tersebut harus bisa 

diakses oleh anak muda. Kemudian untuk 

mbak Elizabeth, terima kasih mbak, memang 

kalau untuk bikin kartu BPJS, Kartu 

Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran, 

KIS-PBI itu memang ribet. Satu wilayah itu 

saya pernah menemukan bahwa prosesnya 

1 sampai 3 bulan, tapi di daerah lain nggak 

sampai 3 bulan sudah jadi kartunya, 1 bulan. 

Jadi itu tergantung implementasi di 

lapangan. Tapi percayalah kalau buat JKN 

(Jaminan Kesehatan Nasional) itu 

sebenarnya gampang kalau yang berbayar. 

Jadi bawa KK saja lalu ke kantor BPJS, satu 

kelaurga di daftarkan, bayar iuran, selesai, 

satu hari selesai, fasilitas kesehatan mulai 

dari tingkat puskesmas itu bisa diakses. 

Beberapa puskesmas yang saya temui sudah 

buka mulai Senin-Sabtu. Senin 7 pagi hingga 

jam 1 siang, kemudian jam 2 siang hingga 

jam 9 malam, kalau untuk fasilitas 

melahirkan itu 7/24 jam. Jadi kalau untuk 

JKN Mandiri itu sehari jadi, pokoknya kalau 

yang berbayar itu gampang. Saya sih 

berharap jaminan kesehatan itu untuk 

seluruh warga negara, kalau kita boleh kasih 

saran, kita memang harus mendaftarkan 

diri.  

 

Nah, kalau untuk PKK ya, tadi di tengah-

tengah kita hadir mbak Julia ya, beliau 

menulis tentang state ibuism, dalam 

tulisannya beliau mengkritik soal PKK, 

karena PKK masuk dalam struktur negara, 

mulai dari istri PNS, ABRI dan sebagainya 

masuk dalam struktur PKK. Namun 

kemudian yang saya temukan dalam 

penelitian ini dari 6 wilayah, cuma 1 yang 

ada PKK, dan sebagai kader PKK dia sadar 

tentang pemutakhiran data dan dia juga 

punya akses, tapi hal ini tidak berlaku di 

daerah lain, sama seperti temuan ini juga, 

ada kepala desa (kades) yang aktif, ada yang 

tidak aktif, ada kades yang melakukan 

pemutakhiran data, ada yang tidak. Jadi 

memang tergantung cara pandang pejabat 

negara, dia mau nggak melakukan hal itu, 

dan sadar atau tidak atas tanggung 

jawabnya, jadi saya setuju dengan bu Rahma 

memang pejabat daerah perlu ditingkatkan 

capacity building-nya.  

 

Kemudian mbak Diyah Ayu, terima kasih 

atas apresiasinya. Saya sepakat bahwa 

masih banyak catatan Indonesia soal 

keterwakilan perempuan di parlemen, nanti 

kalau misalnya ada rapat malam bagaimana, 

suaminya kemana, ya bagi kerja dong rumah 

tangga kan milik bersama, bukan milik 

perempuan saja, ini memang persoalan 

panjang. Saya yakin jika kita semua bergerak 

akan ada perubahan nantinya. Karena sudah 

banyak UU yang dulunya mustahil untuk 

dilahirkan tapi sekarang sudah bisa kita 

hadirkan. Terima kasih.  

 

Anita Dhewy, Moderator: 

Silakan Mbak Atnike. 

 

Atnike Nova Sigiro: 

Terima kasih, semoga kita masih punya 

energi untuk mendengarkan tanggapan dari 

saya. Tadi ada pertanyaan sampai kapan kita 

bisa mengatakan bahwa kesetaraan gender 

sudah terwujud? Pertama, kita harus 

membedakan kesetaran dan keadilan 
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gender yang normatif-formal dengan 

kesetaran dan keadilan gender yang 

substantif. Yang tadi ibu Rahma paparkan 

mengenai Indeks Ketimpangan Gender, 

adalah cara-cara untuk mengukur 

kesetaraan dan keadilan gender yang 

bersifat formal-normatif. Yang diukur adalah 

kebijakannya apa yang mendukung, lalu 

output-nya apa, itu kan angka output-nya. 

Perempuan yang bekerja di sektor ini berapa 

persen, di parlemen berapa persen, tingkat 

kematian ibu berapa persen, itu adalah 

kesetaraan dan keadilan gender yang 

bersifat normatif/formal. Dari angka itu saja 

kita sudah melihat itu belum tercapai 

kesetaraan gender yang bersifat formal-

normatif itu belum ideal maka dengan 

sendirinya kesetaraan gender yang bersifat 

substantif atau outcome atau impact, 

kondisi real yang kita rasakan tentu belum 

mencapai kesetaraan atau keadilan gender. 

Kemudian misalnya suatu saat Indonesia 

mencapai 80% kesetaraan dan keadilan 

gender normatif-formal terpenuhi, tapi 

apakah kesetaraan gender yang substantif 

tercapai? Dilihat dulu, 80% parlemen 

perempuan atau 50:50, kemudian ibu-ibu 

melahirkan nggak ada yang mati lagi, 

pendidikan tinggi semua, tapi dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya perempuan 

tidak diperlakukan secara adil. Misalnya 

norma tubuh perempuan tetap diatur, 

kekerasan domestik masih ada. Itu artinya 

apa yang ada di normatif/formal itu tidak 

mencapai keadilan yang subtantif. Jadi 

nggak boleh berhenti pada keadilan gender 

yang normatif itu. Tapi hal itu menurut saya 

syarat, karena tanpa ada keadilan gender 

yang normatif/formal, tidak ada keadilan 

gender yang substantif. Contohnya begini, 

punya presiden perempuan bukan berarti 

dia memiliki perspektif perempuan atau 

melindungi kepentingan perempuan, 

jangan-jangan dia lebih patriarkis dari laki-

laki. Nah itu contoh, bahwa yang formal 

harus berlanjut pada yang substantif. Ini 

juga berhubungan dengan pertanyaan 

mengenai mengapa perlu ada gerbong 

untuk perempuan. Dalam kenyataannya 

ruang publik itu tidak selalu aman bagi 

perempuan, ada pelecehan, saya sendiri 

dalam transportasi umum pernah 

mengalami pelecehan, entah dipegang 

secara tidak sengaja, dipepet, yang bagi saya 

mengganggu. Sementara kesadaran publik di 

ruang publik belum memiliki kepekaan 

gender atau penghargaan terhadap 

perbedan gender, jadi ini merupakan 

akomodasi temporer, kalau sampai 20 tahun 

lagi Indonesia masih memerlukan gerbong 

kereta khusus perempuan artinya memang 

tidak ada keadilan gender, yang ada 

pengecualian-pengecualian saja, yang 

berakibat perempuan harus dilindungi 

karena laki-lakinya begitu bejat. Kira-kira 

begitu. Jadi harus berubah, tapi itu keadaan 

yang perlu, necessary conditon yang 

memang perlu diadakan sekarang. Jadi tidak 

cukup berhenti pada keadaan melindungi 

perempuan tapi juga harus mengubah 

kesadaran publik, makanya disebut keadilan 

gender bukan keadilan perempuan. Karena 

gender artinya keterlibatan, non 

perempuan, laki-laki, dan kelompok 

identitas gender lainnya.  
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Yang terakhir soal kebijakan sosial, 

menyambung dari bu Rahma, menurut saya 

persoalan Indonesia, BPJS rumit sekali, 

karena pendekatan kesejahteraan kita 

sangat residual di segala lini, tidak ada 

prioritas. Jadi energi pemerintah, energi 

masyarakat habis untuk memetakan siapa 

yang miskin siapa yang berhak. Bayangin 

untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar 

harus melakukan screening untitle untuk 

mendapatkan siapa yang berhak 

memperoleh Kartu Indonesia Sehat, dicek 

lagi siapa yang berhak mendapatkan Kartu 

Indonesia Sejahtera, dicek lagi, bayangkan 

berapa banyak energi  yang dihabiskan oleh 

birokrasi? Juga energi kita sendiri untuk 

berpikir kita berhak atau tidak. Menurut 

saya yang membedakan dari negara yang 

wellfare state, maksudnya negara dengan 

skema kebijakan sosial adalah mereka punya 

prioritas. Apakah pendidikan, apakah 

kesehatan, apakah full employment. Jadi 

pilih saja salah satu, tentu saya nggak bilang 

itu gampang karena kita mengalami 

persoalan fiskal. Tapi dengan pendekatan 

residual di semua lini, kita juga akan 

mengalami persoalan fiskal nantinya. Karena 

energinya habis untuk menutupi yang tidak 

punya /warga miskin, dan tidak fokus pada 

pemberdayaannya sendiri. Serta tidak akan 

pernah ada APBN yang cukup untuk 

Indonesia yang penduduknya ratusan juta, 

wilayahnya sangat luas. Berapa dana 

birokrasi yang bisa dihemat kalau kita punya 

sistem asuransi kesehatan gratis untuk 

semua warga negara, jadi birokrasi nggak 

perlu mikir, kamu miskin apa kaya. Jadi yang 

perlu diperbaiki adalah pelayanan birokrasi, 

korupsi dihilangkan, pengadaan barang 

betul-betul kebutuhan masyarakat, jadi ini 

yang menurut saya absen dari sistem politik 

kesejahteraan di Indonesia. Kita terlalu sibuk 

menentukan siapa yang miskin, siapa yang 

dapat. Itu penjelasan dari saya, tentu masih 

banyak kesulitan untuk membangun strategi 

semacam ini. Saya pikir saya sudah 

menjawab itu semua.  
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Anita Dhewy, Moderator: 

Terima kasih mbak Atnike. Mengingat waktu 

yang terbatas, maka saya sudahkan sampai 

di sini. Jika bapak dan ibu masih ada 

pertanyaan kita bisa berdiskusi nanti sambil 

makan atau sambil mendengarkan 

pertunjukkan. Saya akan sedikit saja 

menutup diskusi ini. Kita diingatkan bahwa 

kita masih memiliki banyak pekerjaan 

rumah, masih ada persoalan yang kita 

hadapi. Walaupun sudah ada sejumlah 

kebijakan dan program yang ditujukan pada 

perempuan, kita tetap harus memastikan 

dan mengontrol agar kebijakan tersebut  

 

 

memberi manfaat bagi kita semua, 

perempuan dan kelompok minoritas. Itu saja 

dari saya, terima kasih, selamat malam, 

applause untuk kita semua.  

  

Helga Worotijan: 

Baik terima kasih kepada mbak Anita dan 

para pembicara. Selanjutnya kita akan 

masuk ke acara peluncuran JP 92 

Perempuan dan Kebijakan Publik oleh bapak 

Prof. Dr. Fasli Jalal, dan HE Peter Mac Arthur 

(Duta besar kanada untuk Indonesia dan 

Timor Leste), perwakilan penulis ibu 

Rinawati Prihatiningsih, dan ibu Rahma 

Iryanti. 
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